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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini merupakan pelaksanaan
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (SAKIP), sebagai wujud komitmen
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah Kepada
masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025,
sekaligus menggambarkan pengelolaan sumber daya sesual kewenangan dinas.
LKJIP ni disusun sebagai bentuk perianggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengelolaan sumber
daya, pelaksanaan kebijakan, seria pencapalan tujuan organisasi sebagaimana
tertuang dalam dokumen perencanaan sirategis Tahun 2021-2026 Laporan ini
menyajikan capaian kinerja yang mengacu pada rencana strategis, rencana
kinerja, dan program kera tahunan, sekaligus menjadl sarana evaluasi dan
umpan balik untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan Kkualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga LKjIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang
objektif oleh para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaien

Gunungkidul di masa mendatang
Wanosari, Februari 2025
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Encana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2{121—2[)2
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 56 Tahun
2021 dan perubahannya melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun
2022 Penyusunan laporan dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis
untuk menilal pencapaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2025, yang dicapai melalui pelaksanaan strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan sesual Renstra perangkat daerah.

Isu strategis yang berkaitan dan relevan dengan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti [ET——— I [ Skdang Tata Rumg J
Mandala  Sarta

Tata Sasana) di v v
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Pertanahan,

DPTR berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan public
dalam rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan. Kebijakan
tertib administrasi pertanahan dengan adanya perda istimewa harus
tersampaikan kepada masyarakat baik perang kat desa maupun masyarakat
umum agar lebih memahami dan dapat memanfaatkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Kepastian data pertanahan untuk Tanah Kas Desa (TKD) dan
Tanah Suitan (Sultan Ground (SG)) perlu dilakukan fasilitasi. Fasilitasi dan
mediasi penyelesaian permasalahan tukar menukar di bidang pertanahan hingga
pemberian fasilitasi untuk ljin Gubernur terus dilakukan. Penanganan alih fungsi
tanah tanah desa/kalurahan yang belum berizin dari kasultanan/Gubernur harus
di lakukan pengawasan yang ketat. Masih banyaknya
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pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tidak sesual dengan

peruntukannya.
Yang kedua, di Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pemetaan yang
memadai belum tercapai, Peraturan Gubernur untuk Rencana Detil Tata Ruang

belum seluruhnya tercapai, Banyaknya pemanfaafan ruang yang tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Pelayanan data dan infromasi belum

im_

Untuk mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul, pada tahun
2025 menetapkan tiga sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan / Sasaran Indikator kinerja Targe Realisas capaia
t i n

Sasaran 1 Persentase Tata kelola 81 79 44

Tata kelola administrasi  administrasi

pertanahan meningkat pertanahan

Sasaran 2 Nilai AKIP perangkat 82 81.98%)

Meningkatnya daerah

akuntabilitas perangkat

daerah

Sasaran 3 Perseniase o4 83.56

Kinerja penyelesaian

penyelenggaraan administrasi

penataan ruang penyelenggaraan

meningkat penataan ruang .

ket *j Milai AKIP 2024, karena 2025 masih menunggu penilaian dar Inspektorat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025 menunjukkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran,
sebagian besar target output kegiatan tetap dapat direalisasikan sesuai dengan
Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah
permasalahan strategis yang dihadapi, antara l|ain belum sepenuhnya
terealisasinya target pensertipikatan tanah Pemerintah Daerah sebagai indikator
MCP KPK akibat keterbatasan wakiu penyelesaian pengukuran serta faktor
eksternal berupa penerapan SOP pada Kantor Pertanahan.
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Selain itu, pemanfaatan ruang belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata

ruang yang ditetapkan, yang dipengaruhi oleh belum selesainya revisi RTRW
serta penyusunan dan penetapan RDTR, sehingga berdampak pada terbatasnya
dasar hukum pengendalian pemanfaatan ruang. Permasaiahan lainnya meliputi
belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemanfaatan
ruang, pengelolaan tanah desa dan tanah Kasultanan, serta keterbatasan sumber

daya manusia pelaksana program dan kegiatan.

Upaya penanganan permasalahan tersebut dilakukan melalui penguatan
koordinasi antannstansi dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan
RTRW dan RDTR, peningkatan sosialisasi regulasi kepada masyarakat,
penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan perizinan pemanfaatan ruang,
serta optimalisasi sumber daya manusia melalui penguatan komitmen pada
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Hasil evaluasi ini
diharapkan menjadi dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya guna
meningkatkan pencapaian sasaran secara optimal serta mengantisipasi dinamika
kebijakan di masa mendatang.
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Dinas Peanaan .duang un gg_arﬂn } 225 dengan
pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2025 Tanggal 3 November
2025Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31
Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 3 November 2025 dengan Nomor DPPA:
DPPA/A 3/2 10.1.03.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 4 November 2025 memiliki
alokas! pagu sebesar 13.330.115629 Anggaran tersebut berasal dan Dana
Alokasi Umum dan Dana Keistimewaan. Realisasi anggaran ditutup pada tanggal
31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar 11.476.050 407 atau 86,09 dar total
pagu.

Faktor keberhasilan pencapaian target inea Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Gunungkidul di dukung berbagai inovasi kinerja, yaitu:
1. Memaksimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kapasitas
dan kapabilitas di bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.
2. Rekruitmen Tenaga Ahli Penataan Ruang dan Tenaga Ahli Pertanahan
untuk mendukung pencapaian output.
3. Pemanfaatan teknologi penggunaan sistem informasi  unfuk
mempermudah dan mempercepat penyusunan dan penetapan RTR serta

kemudahan dalam pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
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4 Terobosan pembiayaan menggunaakan Dana Keistimewaan melalul

kerasama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam bentuk

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja tidak terlepas dari adanya
berbagai hambatan, yang beberapa disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satu
kendala tersebut adalah keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (5PS)
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun persyaratan administrasi telah
dinyatakan lengkap keterbatasan sumber daya pada BPN mengakibatkan
sebagian SPS belum dapat diterbitkan hingga akhir tahun anggaran, sehingga
menjadi tanggungan pembiayaan pada tahun berikutnya.
Upaya penyelesaian kendala dan hambatan pencapaian kinerja dilakukan melalui
peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarsektor dan lintas sektor. Langkah ini
bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan penyelesaian kegiatan dan
tanggungan yang belum terselesaikan, sekaligus mengantisipasi terulangnya

permasalahan serupa pada tahun- berikutnya
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BAB I

PENDAHULUAN

T T

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) (Kundha Niti Mandala sarta Tata
Sasana) merupakan perangkat daerah sebagal unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, yang memiliki peran strategis
dalam menjamin kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, serta
peningkaian kesejahteraan masyarakat.

Pesalnya pembangunan daerah dan meningkatnya aktivitas Investasi
menimbulkan kompleksitas permasalahan pertanahan dan tata ruang, sehingga
menuntut pengelolaan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks
tersebut, DPTR beeran mengoptimalkan penataan ruang dan pengelolaan
pertanahan guna mendukung kepastian hukum investasi dan pembangunan
daerah berkelanjutan melalui pelaksanaan program dan Kegiatan sesuai tugas
pokok dan fungs! sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.
Berdasarkan Peraturan Pemernntah Nomor & Tahun 20086, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014,
setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja
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Instans) Pemerintah (LK|IP) kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

LKJIP merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya perangkat daerah yang disusun
berdasarkan perencanaan strategis. LKJIP berfungsi sebagal instrumen
pengendalian dan penilaian kinerja, sarana akuntabilitas publik, serta pendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2024.

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tala Sasana) Tahun 2021-2026 serta Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2025, LKJIP Ini disusun sebagai laporan realisasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada
Tahun Anggaran 2025

1.2 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah

Michael Armstrong dalam Handbook of Performance Management (2009)
menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan pendekatan sistematis dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinena organisasi melalul pengembangan
kinerja individu dan tim yang selaras dengan tujuan strategis organisasi
Manajemen kinerja mencakup seluruh siklus kinerja, mulal dar perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.

Armstrong menegaskan bahwa organisasi berbasis kinerja harus memiliki tujuan
yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta keterkaitan yang kuat antara
strategi organisasi, sasaran unit kerja, dan kinera individu. Kinerja dipahami tidak
hanya sebagal capaian oulput, tetapi juga outcome dan dampak yang
memberikan nilal tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam sektor publik, manajemen kinerja beeran penting dalam meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi, mendorong fokus pada
hasil, efisiensi penggunaan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan sebagai
bagian dan upaya mewujudkan tata kelola pemenntahan yang baik
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1.2.1. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Sejalan dengan penerapan paradigma Organisasi Berbasis Kinena (Performance
Based Organization) di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap
Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk berkontribusi terhadap pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
JMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nii Mandaia sarta Tata Sasana)
diselenggarakan dengan pendekatan pengelolaan kinerja yang terstruktur dan
terukur guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas
pokok dan fungsinya, dengan skema kinerja sebagal berkut:

[T,
N e TH SRy S e —

Gambar 1.1 Cascading Kinerja

1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerna, peta proses bisnis, dan desain struktur
organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha

Niti Mandala sarta Tata Sasana) disajikan dalam gambar berikut.

— —
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Gambar 1. 2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala
sarta Tata Sasana)

1.4. Tugas pokok dan struktur organisasi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5

Tahun 2025 Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Keria Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata
Sasana) diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Daerah.

1.4.1. Tugas pokok dan fungsi
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1.4.1.1. Tugas

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nifi Mandala sarta Tata Sasana)

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan

serta tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang

1412 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Kundha Niti Mandala sarfa Tata Sasana) mempunyai fungsi sebagai benkut:

a_ perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata ruang;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

C. penyusunan rencana kinera dan perjanjian kinerja di bidang pertanahan dan
tata ruang;

d. penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan penerbitan
pemanfaatan tanah pemerintah daerah;

e  fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan penerbitan
pemanfaatan Tanah kasultanan (5G), Tanah kadipaten (PG), dan Tanah desa;

i pelaksanaan adminisirasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan
pertanahan;

g fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan Tanah;

h. fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan
pertanahan;

1. penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum;

J. fasilitasi pengendalian pengelolaan Tanah desa,

k. penyelenggaraan penataan ruang;

| penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah,

m. penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis dan kawasan
perkotaan;

n. penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata lingkungan
kawasan strategis dan kawasan perkotaan:

0. pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

p. pelaksanaan kerja sama dibidang pertanahan dan tata ruang;

g. pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan perianahan dan tata ruang,
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r. penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pertanahan dan tata
ruang,

5. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pertanahan dan tata ruang, serta

t. pelaksanaan monitoning, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pertanahan
dan tata ruang;,

1.4.2. Struktur organisasi
Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta
Tata Sasana) sebagai berikut:
a Kepala Dinas;
b. Sekretanat terdiri datas:
1) Subbagian Perencanaan;
Z2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum;
c. Bidang Pertanahan terdiri atas:
1) Seksi Penatausahaan Pertanahan;
2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
3) Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
d. Bidang Tata Ruang terdin atas:
1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;
e Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdin atas
1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan,
2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
3) Seks| Data dan Informasi,

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Secara ringkas permasalahan utama yang dihadapi cleh Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) dalam mencapal sasaran

yang telah ditetapkan dapat dikelompokkan menjadi figa bagian yaitu:
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1.5.1. Kelompok urusan pertanahan, yaitu:

1511

a.

1512

d.

b

Masalah dan Hambatan

Peta yang dipergunakan sebagal dasar penyelesaian urusan
pertanahan belum selaras antara peta desa yang berada di kalurahan,
peta yang di BPN dan peta yang berada di Propinsi DIY (DPTR DIY)
Masih banyak tanah kalurahan yang beralih fungsi ke non pertanian
tetapi belum dilengkapi ijin (termasuk tanah yang dipergunakan oleh
pemerintah daerah)

Berdasarkan hasil inventarisasi tukar menukar tanah warga dengan
tanah kalurahan (kejadian tahun 1986 s.d 2003) masih banyak tanah
warga yang belum memiliki alas hak(sertifikat) sehingga
kemanfaatannya menjadi berkurang

Isu/permasalahan yang mungkin akan terjadi

Adanya tumpang tindih persil tanah desa dengan warga

Timbulnya permasalahan sosial dan hukum

152 Kelompok urusan tata ruang, yaitu:

1521

d.

Masalah dan Hambatan

RTRW dan RDTR masih dalam proses reviu untukmendapatkan
persetujuan dan ditetapkan menjadi perda dan perbup,

. Proses penyusunanRTRW dan RDTR memeriukan waktu yg cukup

lama mengingat byk aspek yg hrs d akomodir dan harus selaras dg
aturan yg ada baik secara vertikal maupun selaras antara materi dan
peraturan yg d susun

Di dalam RTRW yang disusun terdapat muatan LSD, KP2B yang cukup
luas, hal ini berdampak lerhadap proses pengajuan perijinan menjadi
lama dikarenakan lokasi yang dimaksud harus dikeluarkan dan LSD dan
atau KP2B tersebut. Proses untuk pengeluaran tersebut masing-masing
mempunyai mekanisme yang berbeda pula.

Revieu RTEW belum selesainya dan atau penetapan RDTR maka
penilaian perwujudan RTR belum bisa dilaksanakan

Adanya kewenangan terkait perijinan lokasi pertambangan yang ada di

propinsi maka dalam memberikan ijin berdasarkan RTRW propinsi

[ ]
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sementara detall peta yang dipergunakan berbeda skalanya sehingga
dimungknkan terjadi kekurang tepatan dala menentukan lokasi

f. Perlunya aturan/kebijakan tersendiri terkait penetapan Kawasan
Bnetang Alam Karst

g. Peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi
kepada aspekpemanfaaran ruang/kajian pertimbangan untuk KKPR.
Aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara
optimal

h. Payung hukum terhadap insentif dan disinsentif belum ada

. Dukungan terhadap pengendalian dan pengawasan masih kurang baik
dari aspek SDM, anggaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

|. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh UMK
yang fjinnya melalui 055 masih lemah.

1522 lIsu/permasalahan yang mungkin akan terjadi

a. banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar tata ruang akibat
proses perijinan yang agak panjang (terutama lokasi yang berada pada
LSD, LP2B, kawasan lindung dan KBAK )

b. masyarakat menjadi kurang peduli dengan ketertiban dalam
pemanfaatan tata ruang karena belum ada aturan terkait insentif dan
desinsetif

1.5.3. Kelompok urusan umum, yaitu:

a Kuantitas pegawai yang ada jumiahnya belum memadal, sampal dengan
akhir Desember 2025 kebutuhan pegawai baru mencapai 36.71% dar 79
pegawal yang dibutuhkan.

b. Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada untuk
merespon permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

1.6. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun
2025 sebagaimana tabel berikut
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Tabel 1. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan
Kompetensi

Jabatan Pimpinan
Tinggi
B. Jabatan
1. Administrator 4 4 £ 22 2 2
2. Pengawas 12 12 _ 174|711 8 4
I 3.Pelaksana 60 2 2 27 w 2 e ] A L 8 12
C.  Jebatan Fungsional 3 3 2 11 2
Jumiah T AN IR R A R I 18 20

Sumber Data Kepegawaian DPTR Gurungkidul Desember 2025

Berdasarkan data Tabel 1.3, ﬁngkat pendidikan SDM Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
tergolong tinggi dan relatif merata antara laki-laki dan perempuan, dengan
dominasi |ulusan S1 sebanyak 13 orang (45%), disusul S2 sebanyak 7 orang
(24%), D3 sebanyak 6 orang (21%), SLTA sebanyak 2 orang (7%), dan SD
sebanyak 1 orang (3%). Jumlah pegawai perempuan sedikit lebih banyak
dibandingkan laki-laki, meskipun jabatan struktural masih lebih banyak dijabat
oleh laki-laki. Penempatan pegawai telah menerapkan sistem merit dan prinsip
kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Hingga akhir tahun 2025, DPTR didukung 49 pegawai yang terdiri atas 25 PNS,
7 P3K, 7 P3K Paruh Waktu, dan 10 Tenaga Ahli, dengan komposisi 17 jabatan
struktural (1 eselon IIb, 1 eselon llla, 3 eselon [llb, dan 12 eselon |V) serta 12 PNS
non-eselon; namun demikian, berdasarkan kebutuhan ideal masih terdapat

kekurangan 50 pejabat pelaksana dan 1 pejabat fungsional

r

Sumber - Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
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Gambar 1. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2025

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
Mandala sarta Tata Sasana) berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai
No. Golongan/Huang Bezetting 31-12 —2025

1 PIK(5-9) 7 |
2 P3K Paruh Waktu f |
3 Ifa - lid 1 !

4 Wa-lid -8 |
5 “iifa—lid 15 i
6 IV/a — IVie 7 i

Jumlah 39 |

Sumber © Subbagian Umom Dinas Peranahan dan Tala Ruang
Gambar 1. 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada
Akhir Tahun 2025

Tabel 1. 3. Sarana-Prasarana

Kiasifikasi

Asat Tetap 1.815 unit 221.258193.129.26
1 Tanah 1.053 bidang 216842 079771
2 Peralatan Dan Mesin 6518 unit 2 479 490 598
3 Gedung Dan Bangunan 103 unit 1.935.622 760,26
4 Jalan, Jaringan Dan Irigasi 1 unit 2.000.000
5 Aset Lainnya 81 unit 1.881 21?.2-‘11]_
6 A&et Tidak Berwujud 19unit 1:8670.856.720
7 Aset Lain-Lain 42 unit 10.360 520

Total 1.876 unit 223.140.410.369,26

Sumber Dsts Nersca 31 Desember 2025 DPTR GK {Limaudited)
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Tabel 1. 4. Anggaran Tahun 2025

16.

Lirns commndabare o
456.443.007 00

13.330.115.629.00 |

-3.126.327.378.00

BELANJADAERAH

'BELANJA OPERASI 14.083.443007,00 | 10.895.225.479.00 -3 188.217.528.00

Belanja Pegawai 2,603,059 467,00 2421.707.199,00 -181.352. 268,00

Belanja Barang dan Jasa | 1148038354000 |  8.473.518280,00  -3.006.865.260.00

BELANJAMODAL 237300000000 243489015000 W  1,690.150,00
Balania Modal Tanah 2.307.000.000,00 | 2:373.240.000,00 66.240.000,00

Modal peralatan
s | 6500000000 6165015000 | 434985000
Total Jumiah Belanja | 16.456.443.007,00 | 13.330.115629.00  -3.126.327.376.00

Sumber data’ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angoaran DPTR Gunungkidyl Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tala
Sasana) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan
Terlihat pada tabel 1.5, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) semula
Rp16.456 443 007 dan mengalami perubahan menjadi Rp13.330 115629 atau
berkurang Rp3.126 327 378.
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2
25  Rencana Aksi 2025

2025 merupakan tahun keempat
pelaksanaan JMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, sehingga program
dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan akumulasi capaian kinerja pada
periode sebelumnya. Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) tetap
mengupayakan optimalisasi pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan
dalam JMD.

Rensira Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-
2026 sebagai penjabaran operasional JMD telah mengakomodasi dinamika
program dan Kegiatan selama periode perencanaan. Renstra tersebut ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 dan perubahannya
melalul Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022, serta menjadi

pedoman dan tolok ukur kinerja dinas dalam mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan JMD.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesual dengan cascade Kinera, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) beeran mendukung
pencapalan sasaran Pemerintah Daerah berupa meningkatnya kapasitas tata
kelola pemerintahan melalul pelaksanaan Program Sinergitas Tata Kelola
Pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, tyjuan jangka menengah Dinas
Pertanahan dan Tala Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk periode lima tahun
adalah sebagai benkut

‘Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan
Ruang *

Adapun sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
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(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) yang akan dicapai dalam periode lima
tahun adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), 2021-2026
TARGET TAHUNAN Tamet

Akhir

INDIKATOR ~ SATUAN
KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 Renslma
3 L] T B a 10 i1
Meningkatkan Indeks kKuairtas Nilai 100
tata Kelola pengelolaan

pertanahan dan peranahan dan,

penyelenggaraan penyelenggaraan

penalaanruang  penataan ruang

1.1, Taia keiola Persentase Tata % 19.07 4149 6157 8081 100 100
administrasi Kelola
pertanahan Administrasi
meningkat Fertanahan

1.2. Meningkainya Nilai AKIF PD Nilat 31 815 815 82 a2 g2
Akuntahbilitas PD

1.3 Kinerja Peresentase % 2032 4843 66,87 B3I56 100 100

penyelenggaraan  penyelesaian

penataan ruang  administrasi

meningkat penyelenggaraan
penataan ruang

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,
diuraikan dalam tabel sebagai benkut
Tabel 2. 2 Sirategi dan Arah Kebijakan

1. Tata kelala peningkatkan kualitas meningkatkan kualitas
administrasi penyelenggaraan  pengelolaan penyelenggaraan
pertanahan tertib administrasi pertanahan tertib administrasi

_ meningkat _ pertanahan

2 Meningkatnya peningkatan profesionalisme meningkatkan tata
Akuntabilitas PD pengelolaan keuangan PD kelola keuangan PD

3 Kinerja 1. Melengkapi dan 1. Percepatan
penyelenggaraan menyempurmakan regulasi penyusunan regulasi
penataan ruang penataan ruang. _ _ penataan ruang.
meningkat 2 Meningkatkan pemahaman 2. Peningkatan

aparatur pemerintah tentang pembinaan penataan
tata ruang ruang.

3. Meningkatkan pelaksanaan 3. Peningkatan
dan pengawasan penaiaan pengawasan dan
ruang pengendalian

)
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2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian
sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Kundha
Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025, termasuk program dan kegiatan
pendukung, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung

-

Tata
kelola
admini
sfrasi
ahan
EEAin

gkat

pholapain Sasaran Tallin 2020

1.1. Program Penyelesaian Sengksta
Tanah Garapan

1.1.1. Penyelezaian Sengkeia Tanah
Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengkela
Tanah Garapan dafam 1 {satu} Daerah
Kabupaten/Kota

12 FProgram Penyelesaian Ganh
Kerugian Dan Sanfunan Tanah Uniuk
Pembangunan

1.2.1. Penyelesaian Masalah Ganli
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan akeh PemenntahDasrah
Kabupaten/Fota

1.2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaan Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah DaerahKabupaten®ola

1.3 Program Penalagunzan Tanah
1.3.1. Penggunaan Tanzh yang
Hamparannya dalam =atu Daerah
Kabupaten/tola

1:3:1.1. Koordinasi dan Sinkronizasi
Perencanaan Penggunaan Tanah

1.4. Program Penyelenggaraan
Keistimewaan Yogyakaria Uruzan
Perianahan

1.4.1. Pengeloiaan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaien

1.4.1.2. Penalausahaan Tanah
kasuftanandan Tanah kadipaten

1.4.1.3. Pemeliharaan Dokumen
Pertanahan

1.4.14 Pengawasan Tanah kasuitanan,
Tanah kadipaien. dan Tanah desa
1.4:2 Pemanifaatan Tanah Kasultanan
dan Tanah Kadipaten

1.4.2.1 Penyizpan Bahan Perfimbangan
Teknis kzin Penggunaan TanahkKasulianan
dan Kadipaten

1.4:2 ?Penanganan Keberatan dan
Sengketa Perfanzhan Tanah kasuliznan
Tanah kadipalen dan Tanah desa

1.4.1. Sarana dan Prazarana
Keistimewaan

1.21.2 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Pelaksanaan
Kegiatan Keistimewaan Unusan
Pertanzhan
Total Nitai Anggaran yang mendukung
Sa=aran 1

Aok

14813

14.813

14813

4676.015.80

4676015880

4 676.018.80

T2AT3
T24T3

2175
6.722.969,50
5128733
483548387

1]

250048

1.570.386,50
165517

1404 859,50

23850

11.455.976.30

11453

11.493

11.493.

4.133.923.80

4133.925.50

4133.923.80

71533
71:335

71535
427516139
3203.925.50

2950.795

o

253.13080

1.051.734 44
1E07T

935 707 44

19.450,15
19 450 15

4492115319

- -3.320
3330

-3.320
-542 050

-542 0340

-542.050

o240
-B4l

-540

-2 447 80 N

-1.924.606. 23
-1.887.881

1]

-36.915.20
215602 06

453 440
459 162 66

-4.388,85

-4.385 85

-2993.858.11
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2Meni 2.1 Program penunjang urusan -161 330,359

ngkstn pemeriniahan daerah kabupatenkola: 260383189794 242244153594
¥s 2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan -13. 1530
E‘E‘g Evaluzsi Kinerja Perangkat Dasrah 56.844 50 4369450
s PD 21.1.1. Penyusiman Dokumen 44 560 31410 43150
Perencanaan Perangkat Dacrah
2112 Foordings! dan Penyusunan 725 725 0
Dokumen REA-SKPD
2113 Koordingsi dan Penyusunan 725 25 (1]
Dokumen Perubzhan REA-SKPD
2114  Koordinasi dan Penyusunan i i 0
DPA-SKPD
21.1.5 Koordinasi dan Penyusunan 1.000 1.000 0
Perubahan DPA-SKPD
2116 FKoordinasi dan Penyusunan 745950 745950 @

Laporan Capaian Kinerja dan [khiizar
Realisasi Kinerja SKPD

21.14.7 Evaluasi Kinerja Perangkat 1.500 1500 1]
Ciaerah

212  Administrasi Keuangan Perangkat -181.365.868
Dasrah 2ZB03.105.7580,50 242173891250

2.1.21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 2.603.050 467 2421707199 -181.352 268
ASH

2122 Koordinagsi dan Penyusunan 185350 1:853,50 1]
Laporzn Keuangan Akhir Tahun SKPD

2123 Koordinasi dan Penyusunan 44 460 30.860 -13.800
Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan’Semesteran SKPD

213,  Adminisiras Kepegawaian 0
Perangkzl Daerah 15.514,35 15.514,35

2131 Pendataan dan Pengolahan 15:514.36 15.51436 0
Administrasi Kepegawaian

214 Administrazi Umum Perangkat 12141
Ciaerah 250.71090 265563 50

2141 Penyedizan Komponen Insialasi 5000 5000 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kanior

2142 Penyediaan Komponen Insialasi 60055 60055 1]
Listrik/Penerangan Bangunan Kanior

2143 Penyediaan Peralatan Rumah 7 H00 7900 0
Tangga

2144 Penyediaan Barang Cetakan 10.807 80 o77.80 -1.850
dan Penggandaan

2145 Penyediaan Bahan Bacaan dan 0 0 0
Perafuran Perundang-undangan

2146, Faslitasi Kunjungan Tamu 11.325 11.325 1]
2147 Penyelenggaraan Rapal 185623 174.572 11051
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

213 Pengadaan Barang Millk Daerah -1.a00
Penunjang Urusan Pemerintah Dasrah 14000 12200

21.51 Pengadaan Peralatan dan Mesin 14.000 12200 -1.800
Lainnya

216 Penyediaan Jasa Penunjang 200
Urusan Pemerintahan Daerah 94,511 94711

21681 Penyediaan Jasa Sural 27335 27535 200
Menyurai

2162 Penyediaan Jasa Komunikasi 67176 B7. 176 0
Sumber Daya Air dan Listrik

2146: Pemelharaan Barang Miik i 2400
[Draerah Penunjang Urusan Pemenniahan 264.536.68 266.936 68

Daerah
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2161
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharazn, Pajak.

Penyediaan Jasa
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2 1:6.2. Pemebharaan Peralaian dan
Mesin Lainnya
21.6.3 Pemelharsan/Rehabilitazi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2164 Pemelharaan/Rehabililasi
Sarana dan Prazarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Total Milai Anggaran yang mendukung
Sasaran 2

3.1. Program Penaiaan Bangunan Dan
Lingkungan

3.1.1. Penyeienggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupalen¥olz

3.1 1. Penyusunan Rencana, Kebijgkan,

Stralegidan Tekniz Sistem Penalaan
Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
3.2. Program Penyelenggaraan Penataan
Ruang
321  Penelapan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR)Kabupalen/iola
3.2.1.1. Pelakzanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsullas! Evaluasi
dan Penelapan RTRW Kabupaten/Kota
3212 Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsullasi Evaluasi
dan Penelapan RRTR Kabupaten/Kola
322 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanzaan Tala Ruang Dasrah

nikola
3.2.2 1. Peningkatan Peran Masyarakat
dalam Penalazan Huang
323 Koordinzsi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Dasrah
Kabupaten¥olz
3.2 31 Sistem Informasi Penataan Ruang
324 Koordinasi dan Sinkronisas
Pengendalian Pemanfaatan Ruzng
Daerah Kabupaten®ola
3.2 4.1 Koordinzst Pefaksanaan Penziaan
Ruang
3242 Pengensan Sanksi Administrafif
terhadap peiznogaran perraniaatan ruang
dalam RTR
3.3. Program Penyelenggaraan
Keistimewaan Yogyakaria Urusan Tata
Huang

3.3 1 Perencanaan Tata Ruang Satuan

Ruang Siralegis Kazultanan dan
Kadipaten )

33 1.1 Perencanaan ProgramyKegiatan
Urusan Tata Rozng i
3.3.2 Pengendahan Pemanfaalan
Penataan Ruang Satuan Ruang Sirategis
3:3.2 1. Pengawasan Penyelenggaraan
Penalaan Ruang

Total Nilai Anggaran yang mendukung
Sasaran 3

149.875

140,675
19,500 21300
9026158 9066158
5 100 5 100
250383180794 242244153304
223305 184,745
223,305 184745
223305 184.745
522 534 30 577.394,30
156.942 183272
0 0
156.042 188272
127605 145305
127,605 145305
102334 247,504
102334 247.504
236.053,30 293.313,30
131.822.40 192 102.40
104.330,80 101.210,80
748737 619811
748737 B19.811
748737 B19.811
2 0
o o
1.594.975 30 1.681.950 30

1800

400

-161-390.359
-38.560

-38.5a0

<3&.560

254450

31330

333

20.700

20,700

145170

145.170
27260

B0.250

-3.020

-128:526

-128.926

_izE o
0
0

86.974
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?.d. Perjanjian Ei_p_erj;a 2025

Perjanjian Kinera Tahun 2025 merupakan kontrak kinerja antara Kepala Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) dengan
Bupati Gunungkidul yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan
sebagal tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mendukung pencapaian
Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021-2026
Perjanjian Kinerja dimungkinkan uniuk direvisi apabila terjadi perubahan-
perubahan kondisi pada tahun berjalan, baik internal maupun eksternal, yang
menyebabkan target-target indikator kinena dalam Penanjian Kinerna menjadi
fidak relevan. Perjanjian Kinerja dapat direvisi/diubah apabila:
1. Ternadi pergantian atau mutasi pejabat penanggungjawab Perjanjian
Kinerja;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian fujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapalan tujuan dan sasaran.
Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul telah mengalami perubahan sebanyak
empat kall yaitu, a) perubahan Perjanpan Kinerja Pertama Eselon || dengan Bupati
Gunungkidul dan Eselon IV dengan Kepala Dinas, b) perubahan Pernanjian
Kinerja karena dalam masa transisi Pilkada: c) perubahan pernanjian kinerja
karena APBD Perubahan 2025, dan d) Perubahan Perjanjian Kinerja Karena
Pergantian Pejabat.
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Gambar 2. 1. Perjanjian Kinerja Murni DPTR Kabupaten Gunungkidul 2025
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Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama DPTR Kabupaten
Gunungkidul 2025
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Gambar 2. 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga DPTR Kabupaten Gunungkidul
2025
2.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2025 dan disesuakan dengan perubahan DPA/DPPA,
sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2025
No. Tujuan Indikator Kinerja Satluan  Targel
1 Meningkatkan tata Kelola Indeks kualitas pengelolaan nilai 100
pertanahan dan pertanahan dan
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penyelenggaraan penataan penyelenggaraan penataan
ruang ruang
Mo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan  Target
1  Tata kelola administrasi Persentase Tata Kelola Persen 80,81
pertanahan menigkat Administrasi Pertanahan
2  Meningkatnya Akuntabilitas Nilai AKIP PD Milai 82
Kinerja PD
3 Kinerja penyelenggaraan Persentase penyelesaian Persen 8356
penataan ruang meningkat administrasi
penyelenggaraan penataan
ruang

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas terdapat dukungan anggaran
tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut

Tabel 2. 5 Program dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun
2025

Program Penalaan Bangunan ) _
1  Dan Lingkungannya 223.305,00 164.745.00 184 745,00 184.745,00
Program Penysienggaraan APBD
2 Penataan RHuang Y 622.934 30 550.434 30 877.354 30 87733430 _
Program Penyelenggaraan DA
-3 Heistimewaan ogyakarta Uusan TAST3T.00 663 713.00 653.713.00 G19.811.00 '
Tata Ruang
Program Penyeiesaian Sengkela APED
4  Tanah Gzrapan 14.813.00 11.453.600 11.4583,00 11.433 00
Program Penyelesaian Ganfi _ L .. APBBD
£ Kerugian Dan Sanfunan Tanah 4.676.018 530 4.519.075.80 4133928 80 4133923.80
Untuk Pembangunan
Program Penzlagunazn Tansh APBD
B 7217500 7153500 71.535,00 71:535,00
7  Keisimewsan Yogyakarta Urusan 6.722.969 50 455810380 455810330 427518139
Pertanshan :
Program Penunjang Urusan ) APBD
8 Pemeriniahan Daerzh 3375450 1 328038229 3.156.047 14 3.156.047 14
Kabupaten/Kola

= 16 456.443. 1 13.883.495.19 1364695054 1333011563
Sumbper ; DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2025

2.4.2. Indikator Kinerja Program

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Gunungkidul
Tahun 2025 disusun berdasarkan pada DPA Murni yang terbit pada 02 Januari

2025 memiliki delapan program dengan total pagu anggaran sebesar

)
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Rp16 456 445 010.000,00. Perjanpan Kinerja Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata
RuangKabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan DPA Murni dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2. 6.

Akuntabilitas PD

Tata kelola

administrasi
pertanahan

menigkat

Kinerja
penyelenggaraa
n penataan

Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Gununkm‘ul Tahun 2{]25

21 Program penunjang urusan
pemenntahan daerah
kabupatenfkola ) )
214 Perencanssan,
Pengangosaran, dan  Evalossl
Hiners Permg#a?ﬂeemh

212 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

213 Adnwpistrest Kepegawaisn

Penyedisan Jass
FPenurjang Urnuzsn Pemenniahan
Daerah

2 TE Femaliharsan Barang
Milik Dserah Penurmiang Lirusan
Femennishan Daerah

Program  Penyelesaian  Sengketa
Tanah Garapan

PBf:l].-aIEsaJan Samgheln Tanah

Garapsn dslam Daeral
Kabupaten¥ols
Program  penyelesaian ganti

kerugisn dan santunan tanah untuk
pembangunan

Penyelesaian  Masaish  Gaml
Kerugian dan  Sardunan  Tansh

Ltk Fembangunsn clsh
PemenntahDacrah
Kabupaten/Kota

Program penatagunaan fanah
Pengguriaan Tansh yang
Hamparannya delam saty Daerah
Kabupaten®ots

-Program penyelenggaraan

keistimewaan yogyakaria wrusan
peranahan

Bengelolasn Tanah kssuitamandan
Tansh k=dipsten .
Femanfzalan Tanal
kazultanandsn Tanah kadipsten

Program Penstaan Bangunan Dian

ruang meningkat  Lingkunoan

|

Persentase pemenuhan penunjang wrusan
pemefintah daerah kabupaien ledaksana

dengan bak
Perzeniase Layanarn Perencanssn,
Pengangpsran,  dan Evaluasi Kmrja

Ferangiat Daerah terayani dengan baik
Persentase pemenufian DEMULEND Urussn
pemennish daersh kesbupalen leraksans

dengsn baik
Perseniase Laysnan -Acminiziras
Kepegawsian Persngkal Dsersh ferdayani
dengan baik -

Perzeniase Lé}-ﬁn&rr Adminiztrasi  Umurm
Perangkst Dscrah terlsyan dengsn baik
Pﬁxﬁﬂ&ﬁ&ﬂ&rﬂgﬂdﬂﬂnﬁﬂ;ﬁf@ﬂﬁkﬂa&m‘l

Penunjang Urusan Pemenntahan terfaksans

dengan baik

Persentsse lavaman Penyedisan Jasa

Fenunjang brnisan Pemermtshan Desrah
terlaksana dengan baik

Persentase ! ayarman Pemeliharsan Barang
Pemernntahan Deersh teriayani dengan balk

Perzentase Tafta Kelola Administrasi
Pertanahan

Perseniase  penysiesaian administrasi
sengketa fanah tedangani

Perzentase Layanan Penyelessian Senghela
Tanah Garaparn dalam Laersh
Kabupaten/®ota terlayani dengan baik

Persentase penyelesaian ganfi kerugian dan
santunan tanah untuk Pembangunan

Perzentase layanan pen}-e!esaﬁn masaish
ganti kerugran dan sanlpnan fanah Rk

pembsngunan olehi  pemerintah  daersh
ksbupatendota terdayani dengan baik

Persentase Penatagunaan Tanah Terangani
Jumiah laporen penggonasn  laneh yEng

framparantya damam =alu daerah
Kabupaten/Kota yang fersustin

Persentase bidang SG dan Tanah desa yang
memiliki kepastian hukum

Perzentase lsyanan pengeiolssn  Tanah
kasuitanandsan kedipaten

Perseniase lavanan pemantastan  Tansh
kasiftanendan Tanah ksdipaten lerayam
dengan baik

Persentase  penyeiesaian administrasi
penyelenggaraan penalaan ruang
Persentase kawasan memiliki dolumen
RTEL

)

100%

1005

1005

100%

1005

T00%

80.51

83.56

0%
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ﬂtaa-n

}-Eienggﬂfaﬂn
Bsangunan dan Linghungannvs di
Daersh Kabupaten/Kols

Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Penetspan Rencans Tala Rusng
Wilsysh (RTRW) dan Rencans
Rinci Tals Rusng
(RRTR)Kabupsizn/ots
Koomlingsi:  dan Sinkronisas
Perencansan Tata Fusing Deesrah
Fabupsten/Kota

Koordinasl:  dan Sinkronisast
FPemanfaatan  Riang  Daerah
Kabupaten®oiz

Koordinigsi  dan SinKrorNsas

Pengendafian Pemanfaatan Rusng
Daersh Kabupaten®ots

Program Penyelenggaraan
Keistimewaan Yogyakarda Unusan

Perzenfase  Kawassn perkotssn dan
kEwvasan siralegis yang memiid RTBL dsn
reguizsinys fensyan dengan balk
Persenlase  penyelenggarzan Penataan
Ruang

Juymish Dokumen Persetujuan Scvbstans|
Evaliasi dan Penesiaparn RTRW
Kabupaten/Fola

Fersentase  Jayanan
sinkronisas] perencsnaan teta rang daersh
kabupsatendota terdayan dengan baik
Perzenfase  Lsyansn  Foordinas!  dan
Sinkmomzasi Pemanfaslan Fuang Daersh
Fabupsten¥ots terlsyani dengan baik

Fersgniase.  Iayanan Fmﬂrwmﬂ dan
sinkronisasl  pengendsfan  pemaniaaian
riaRg  daerh  kabupatendola  ferayam
dengsn batk

Persentase SRS kasultanan dan kadipaten
yang memiliki dokumen rencana tala ruang

koordinasi  .dan

TX38

8567

64,62%

£9.23%

43,89%

Tata Ruang

PﬁrEm:aﬂEﬂn Tals Ruang Salusn
Rusmg Stralegis Kasuwlianan dan
Kadipaten

Perzeniase layanan Perencanaan ials rusng
satuan  rwang slreiegis  kesultanan  dan
kadipaten

47.70%

2.5.
Rencana Aksi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun

Rencana Aksi

2025 merupakan media untuk memfasilitasi perencanaan capaian kinerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang selama tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Dalam pelaksanaan program tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang merencanakan Kinerja dengan menjabarkan rencana/target pencapaian
outputsetiap pekeraan setiap triwulan, baik capalan keuangan maupun capaian
fisik dalam satuan persentase yang mendukung sasaran program dan indikator
kinerja program dalam melaksanakan program dan kegiatan unit kena.

Rencana Aksi disusun setelah Pernanjian Kinerja ditetapkan dengan ketentuan
maksimal satu bulan setelah DPA Murmi terbit. Rencana Aksi bensi target kinerja
kegiatan yang terinci dalam paket-paket pekeraan bak kinena fistk maupun
kinerja anggaran setiap bulannya. Rencana Aksi dijadikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi progres capaian output-output

kegiatan selama tahun anggaran 2025

)
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URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIE YANG BERKAITAN
DENGAM PELAYAMAN
DASAR .
AU SAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UKUM
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM FEMATAAN
BANGUNAN DAN
LINGHUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan

Bangunan dan Lingkungannya

di Daerah Kabupat=n/Kotz
Penyusunan Rencana dan
Teknis Penataan Bangunan
dan Lingkungan di Kawasan:
Strategis Daerah
KabupateniKota

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tats
Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rineci Tata Ruang
(RRTR| Kzbupaten'Kotz
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi RTRW
Kabupatzn/Hotz

Pelaksanaan Persetujean
Substznsi RDTR
Kabupaten/Kolz

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang
Dzerah Kabupaten/Kota

Tabel 2. 7. Rencana Aksi Perubahan Dinas Perianahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Tamget Kinerja Sasaram, ProgaEm, Kegistan, Sub Kegisten, dan Kerangka Penlanaan

TRANULAN 1 TRIWULAN 2 THIWULAN 2

Rp Tage
|

13.646,658.530 g 1700392 514

4,051,883 458

2.554.065.334 §.321.8668,703

15 1,715,852.300.0 0 4] o 1]
i 150.805.800.0 236.258.300.0 6048472000 Ga4.048.300.0
B o ] 1] g
| 184, 745,000.00 - - 1 -
' 555700000 382.040.000,20 138.647.000,0 1.5071.000.00
g
1 184, 745,000.00 - - 1 -
5.557.000.00 38.040.000,00 138.847.000.0 158100000
]
Jumizh Dokumen ] 1 1 184.745.000.00 - - q -
Rencans, Kebiigkan Pars Digkum & 557.000.00 30.040.500,80 138.847.600.0 1:501.000,00
Stategi dan Tekns n =n 0
Sistem Penatasn
Bangunan dan
Lingkungan di
Kabupsteniiots
12 877230430000 i (] ] o
104,231.800.0 83.114.200,00 2701372000 £79 310.300,0
] g 4]
1 185272000.00 = : ¢ o = : 1
15.450.200.00 29.850:000.20 5%.440.000,00 &7-502 000,00
Jumizh Dokumen 1] - - - - -
Persetujuan Svbstansi. - - - -
Ewvsluasi dan
Penstspan RTRW
kabupateniiotz )
Jumizh dokumen 2540 1 T 188,272,000.00 - - - 1
administrasi Pare Diokum 15.420.000,00 29.850.000,20 55,440.000,00 B7.502.000.00
persatujuan sobstansi an en
ROTR Hzbupaten/Mota
2 145,205, 000,00 1 1] - -
70.0%2.800.00 32103200,00 21.389.000,00 24.B20.000,00

o.30
it i)

3.80

seksi penga3uran
THTL

08640

[1:5]

seksi pengaiuran
TRW TR Rind

-seks penpgaturan

TRW TR Rincd

o3z
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Peningkatan Paran
Mzsyarakat dalam Penataan
Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Dzerah
Kabupaten/Hota

Sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pangendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupsten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan
Penztaan Ruzng

Pengenaan Sanksi
Administrafif terhadap
pelanggaran pemanfaatan
ruang dalam RTR
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA URLUEAN TATA

RUANG

Perencanaan Tata Ruang
Satuan Ruang Strategis
Kasultaman dan Kadipaten
Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
Satuan Ruang Strategis
Kasultanan dan Kadipaten

Jurmish Dokumen
Peningkatan
zhaman dan
g jEwab
Masyarakat

Jumish Dats dan
Informasi yang
Dshasilkan dan Sistam
infarmasl Penataan

Jumish Dokumen
Konrdinasi dan
‘Sinkronisasi Penemizan
danPensgakan Hikum
Bidang Penataan
Ruz=ng

Jumizh Kasus yang
dikenakan sanksi
administratf

Juimish Dokumen
Rencana Induk gads
RiBang Stratsgis
Wesultanan dan
Kadpatan

25340

Pare kegiata

en m

8540 1

Pars =istem

25 Informa
=

Bo4g - 3

Fers dokum

e an

20840 3 kasus

Pers

=5

4238 0

perse  Dokum

L] an

148.305.000.00

247 50400000

24T,504.000.00

283.313.300.00

192,102,400-00

101.210.800.00

653, 713.000.00

B53,713.000.00

70.0%2.800.00

2536.600,00

2.336.600.00

13302 400,00

11.062 400,00

2.30:0.000,00

34 010.000.00

54.010.0:00,00

32106320080

7.883.100,00

786810060

13.285.000.00

134500080

208000020

16:4.105.000.0
0

164, 105.000.0
]

21.268.000.00

82085 400,00

f2.085.400.00

1312425000
]

§2.742:500.00
40.000.000.00
185853 000.0

o

195 86:3.000,0
0

24 830.000,00

172.674.800.0
g

1750148000
B

1354734000
g

473.030.900,00

238.725.000.0
o

239.735.000,0

“Seksi Fembinaan TR

0.35

seksi dats dan
infarmasi

035

=2xsi Fengendalian
‘gan Pelaksanaan TR

saksi Fengendalian
dan Peigksenaan TR

07501
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Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan

Parencanaan
Programi/Kegiatan Urusan
Tata Ruang

Penyebarfuasan informasi
Rencanz Tata Rlnr:g

Pengendalian i’man:faat_a.n
Penataan Ruang Sstuan
Ruang Strategis

Pangawssan Penyelenggaraan
Penataan Ruang

URL 5AN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PENUNJANG
URYSAM PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Parencanaan, Penganpgaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanzan Perangkat
Dzerah

Dokumen RKA-3KPD

HKoordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan REA-
SKFD

Jumiah Diokumen
Ferencanaan
Program/Kzgistan
Unesan Taia Ruang
Laparan
Penyebariuasan
Informasi Rencanz
T3z Ruang

Jumish Dokumen
Pengawszan

Penyel=npgarasn

‘Penataan Ruang

Jumiah Dokumen
Perencanaan
Perangkst Dasrah
Jumizh Diokuman RHA-
SKPD dan Lagorsn
Hasd Koordinasi
Penyusonaf Dokumen

RKA-SKED

Jumizh Dokumen
Fersbzhan REA-SHFD
dan Laparan Hasd
Kbordinas! Penyusunan
Crokumen Ferubshan
REA-SHPD

en

Drokum

Target 1 ahun

&53,713.000.00

1087 17,831,107.238
oo

917 3.150.047,138.0
g
31 4350450000

3 31,410.000.00

1 725,000-00

1 726,000.00

THWULANT

Rp

S4.010.000.00

1543 404714,
oD
1,123.051. 114
oD

13.161.500.00

£.170.000,00

| Tage L
i

RN

164 1650000
0

3.785.804.1B0,
oD

211.956.888.0
D
12,782 060,00

10:755.000,00

100.000.00

SOLAN S

1050 447034,
o0

A22 847 554.0
¢

14,623 500,00

10.825.000,00

§25.000,00

T25.000,00

239.735.000.0
1]

4857560402,
0o
489.197.683.0
g

3.178 500,06

1 500.000.00

sek=i pengaiuran
TRW TR Rind

Saksi Pembinazn TR

seksi Pengendalan
-dan Pelak=anaan TR

039
1.00
1.00
=subbag perencanaan

subbag perercanzan

subbag perencanzan
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Koordinas: dan Penyusunan
DPA-5KPD

Koordinzsi dan Penyusunan
Perubahan OPA- SKFD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporzn Capaizn Kinerja dan
fkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerzh

Administrasi Kevangan

Penyedizan Gaji dan
Tunjangan ASN

Koordinzsi dan Penyusunan
Laporan Kevangan Akhir
Tahun SKPD

Jumizh Dokumen DPA-

‘SKPDO-dan Laporan:

‘Penyusunas Dokumen

OPASHFD:

umiah Dokumen
Perutahan DPA&-SKFD
dan Laparan Hasd
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
OFA-SHPD

Jumizh Laporan
Capaian ¥inerja dan
[khtisar Realisssi
Kinernz SKPD dan
Laporsn Has8
Koondinasi Penyusunan
Laparan Capsian
IKineq;a'dan Ikhticar
Reslisasi Kmarja SKFD
Jumiah Laporan
Evaluasi Kinana
Peranpkat Deerah

Jurnizh Crang yang
Menerima Gag dan
Tunjangan ASN
Jumizh Laporan
Kauangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Kogrdinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKFD

100
[EfE=

g1t i]
perEe

100

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan
TRWULAN

Dioletm
&n
2 2
Droleum
=0
7w r
Lagora
n
3 ]
Lagora
n
435
420 474
1 i
Lapora

275.000.00

1,600,000.00

7.450,500.00

1,500,000.00

2454 4205000
i)

2,421,707.1000
0

1,85%.500.00

LE
5

163

Rp

875.000.00

330550000

7E1.000.00
4715404540
o
BG0.221.854.0
]

185350000

RN

1 T_H.IF_ :
L

ha

30.77
i

132

L

1.300.000,80

53800000

7503012080
D

T52.851.208.D
]

18:

SOLAN S

1.00G.060,00

137756000

445 442,454 0
¢

430 2134040
g

1210
T

&0

1, 377.500,00

2'11.000,00

277.136 4830
0

272.710.483.0
B

-subbag perencansan

=subbag perencanaan

=ubbag perercanaan

-subbag perencanaan

ToR51%

subbag keusngan

subbag ksxuangan
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Koordinast dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanand
Triwulanan! Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian
Peranghat Daerah

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat
Daerzh -

Penyedizan Knmp:men
Instalasi ListrikfPenerangan
Bangunan Kantor

Penyadizan Peralatan dan
Perengkapan Kantor

Fénj'ediaan Pe_tﬂatan Rumah
Tangga

Penyedizan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyedizan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumiah Laporan
Kewangan Bulanan/
Triwtanan!
Zemesteran SKPD dan
Lapar Koordinas:
Penyusunan Lap
Keuanpan
BulznanTrwuisnsn/Se
meet SKPD

Jumiah Dokumen
Pendatzan dan
Pengolshan
Administrasi
Kepegawaian

Jumish Pakst
Komponen Instalas
Listrik/Penerangan
Bangunan Karior yang
Disediakan

Jumish Pakst
Peratatan dan
Fedenpgkapan Kantor
yanp Disedisksn
Jumiah Faket
Peraizstzn Humah
Tanggs yang
Dizedisksn

Jumish Faket Barang
Penggandaan yang
Dissdiskan

Jumizh Dokumen
Bahan Bacaan den
Persturan Perundang-

Target Capaian

_Kinsta

100

Keduar

dokum

4 Paleat

5 Pakst

£ Faket

1
Paket

388

en

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan
Target | ahun TRWULANT = TRWULAK

30,850.000.00
£485.000.00 7.740.800.50
& 1551438000 2500 2500 25.00
. % 500826000 % 30870000 Y
& 15,514,360.00 1 1 1
5.008:260.00 2.9G8.700,060
43 JBEsBOO0ODD oEGl - 1458 4702
' % 4721090000 % 2317200090 [
] 5,600,000.00 1 1 2
1.990.000,00 3
5  B0.055000.00 = =
38 236.000,00 -
4 7.200,.000.00 1 1 1
3.418.000.00 1.315.000,00
11 8,717 .900.00 Fl 5 %
2.057.000,00 -

TRIWULANS

9.276.000,00

5.7887700.00

5.788: 700,00

65.048.000,00

3.016:060,00

24.220,000,00

2207 .000.00

5425 000,00

25.00

4 .426:000.00

BOS.700,06

BO& 700,00

133.538,000.0
o

1.570.000,00

2975,000,00

subbapg keusngan

106.08%

subbapg umum

T00000%

subbag umum

subbsg umum

subbag umum

subbapg umum
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Fasilttasi Kunjungan Tamu

FmMenWﬂ Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Panpgadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainmya

Penyadiaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik
Dazerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyadizan Jasa
Pemeliharzan, Biaya
Pemeliharazn, Pajak dan
Perizinan Kendarazn Dinas
Operasional atau Lapangan

Femeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainmya

Urdangan yang
Dasadiakan

Jumizh Laporan
Fasditss| Kunjungan
Tamar:

Jumish Laporan

Penyelengoaraan
Rapat Koordingsi dan
Honsufasi SKPD

Jumiah Un#t Peraistan
dan Mesin Lainnya
yanp Disedizkan

Jumiah Laporan
Penyedizan Jass Surat
Menyurat

Jumish Laporan
Penyedizan lasa
Komunikasi; Sumber
Daya Air dan Lisirk
yang Disedizkan

Jumish Kendarazn
Dinas Dperasional-atau
Lapangan yeng:
Dipelihar= dan
dibayarksn Fagk dan
Perzinannyz

Jumizh Peraistan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihars

0o

12
Laparz

12

Lapora
n

2 unit

12
Lamors

72
Lapars

24T
Linit

35 uni

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan
— e

Target 1 ahun

12

T2

310

247

44

Rp

11,325.000.00

174,572 00000

12.200.000.00

12,200,000.00

£4.711,000.00

27,535.000.00

&7,176,000.00

286,0%6.650.00

140.27E,000-00

21,200,000.00

THWULANT

100%

13

Rp

750.000,00

343000000

31,880 000.00

B.470.000,00

25:510.000,00

4 .210.000,00

33 470.000.00

270000000

1 T_H.IF_ :
L

(5

18

L

T50000,00

2110702000

12 200.060.00

12200 000,00

22 535 000,00

3835 000,00

18, 750.000,80

710, 145,880,00

0 385 50000

1.200.020,00

SOLAN S

0%

18

7

£.025 000,00

23.012.060,00

53.010.000,00

7.110.000,00

15:000.000,00

G8.130.000,00

41210.000,00

11,406.060,00

0=

18

20

{-B0C, 000,30

t25.933.0680.0
g

17-D86.000.00

10.070 000,00

F-018.000.00

§5.450.000 00

£1.2 1000000

B.000.0808.08

subbag umum
Eub-hag. umum

100%
sabbag umum

1.00

subbag umum

subbag urmum

1.00

saibhap umum

subbag umum
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Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
La'ﬁ'lm_l_la

Pemehharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH
GARAPAN

Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam Daerah
Rabupatenifota

Mediasi Penyeilesaian
Sengketa Tanah Garapan
dalam 1 [satu} Dasrah
Kabupzten/iKota

PROGRAM PENYELE SAIAN
GANTI KERUGIAN DAN
SANTUMAN TANAH UNTUK
FPEMBANGLNAN

Kerugian dan Santunan Tanzh

untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerzh
Rabupaten/fota
Hoordinasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh
Pemerintah Dasrah
Kabupaten/Kota.

Jumizh Gedung Hantor ]
-dan Bangunan LainAys  perse
yang U
Dipelihara/Dirshabifitasi

Jumiah Saranz dan 100
Prasarana Gedung petE2
Kanior atals Banguman m
Lainmya ¥ang

Lpreliharelliveheitzs}

Jumish Bents Acara 89
Hasil Madiasi perE2
FPenyel=saian Hasus f
Sengkets dan Konfik

Tanzh Garspan dalam

1 (Satu) Da=rzh

KabupatenKotz

Jumish Dokumen 54
Kiondinasi dan perse
Sinkromisasi n
Penyelesaian Masaish

Ganti Kerugian dan

Saniunan Tanzh untuk
Pembangunan okeh
Pemennish Deerah

Kabupateniiotz

17 und

f Bamz

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan
Target | ahun

17

o

90.561.680.00

5,100.000.00

11.463.000.00
11.,482,000.00

11,483.000.00

4,133,825.800.0
0

4 1336268 OG0
o

4,133,828.800.0
g

THWULANT

Rp
12.:940.000.00
2.12:0.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

#4.980.000,00

1EEGEE.600.0

150.836.600.0
0

150.336.500.0
0

RN

1 T_H.IF_ :
L

L

44 531 880,80

5 53300000
5,533 000,00

£:533.000,00

1.201.600.400,
o0

1201500400,
oo

1:201.800:403,
&0

SOLAN S

13.420.000.00
8
1.500.000,00
1
87.127.200.00
1 S
67.127-500,00
2
#7.127.800,00

wm

19.740.000,00

1500 000 00

2 705555000,
oo

2.705 555 600,
0o

-2.70% 555.000,

]

subhsg umum

subbag umum

083

080

seksi adm Dan
pengandalian
pertanzhan

3.80

.80

seksi pemanfaatan
pertanahan
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PROGRAM PENATAGUNAAN
TANAH :

Penggunazn Tanah yang
Hamparannys dzlam satu
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Penggunaan
Tanah

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN
PERTAMAHAN
Pengelolaan Tanah
Kazultanan dan Tanah
Penatausahaan Tanah
Kasultaman dan Tanah

Kadipaten

Pemeliharazn Dokumen
Pengawasan Tanah

Kasultanan, Tanah Kadipaten,
dan Tanah Desa

Penggunaan Tanah
dalam 1 {Satu)

Jumizh Dokumen
Peratsusahaan Tansh
Kasultznan dan Tanah
Kadipaten dalam
rangka Pengembangsn
Kebudayaan
Kepentingan Sosial
dan Kesejahteraan
Masyarakal

Jumizh Dokumen
Pemeblhzrzan
Diokumen Persnzhan
Jumiah Dokumen
Pengawssan Tanah
kKzsultznan, Tansh
Kadipsten, dsn Tanzh
Deca

Target Capaian

_Kinsia

6 2
perse Lapors
o n

Bage- 8

Pers Dialum
= En
gap0- 0

Pers dokum
e en
8800 50
Pers Dioleum
&N &n

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan

Target 1 ahun

71.535,000.00

2 71,535.000000

2 71,535,000.00

169 . 4558103.300.0
o

54 3.412,806.800.0
0

4 3 1E08TO.000.0
g

B0 253,130.200.00

Ap

[1
260.847.000.0
]
13.425.000.0
0
73.725.000.00

ZE8700.000,00

- Tage L
i

RN

7153500080

71:535.000.00

T1:535.000,60

1.574.771.100.
oD

1111233800,
@D

1.0132.483.000,
o0

B7.740.800.00

T e

1 260BTT £80,
o

1.821.005480,
ot

354164200
0

18
§5.080.000,00

10

1 452 867.720.
(]

1.177.651.720,
10

1,187 041.520,
]

70013 200,00

0.B0000

0.E00¢

seksi adm Dan
pengandalian
pertanzhan

D782

0881

seksi inventarisasi
dan identifikas

pertanzhan

zekzi dzlz dan
informiasi
s=ksi adm Dan

pengendalan
‘pertEnzhan
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Monitoning dan Evaluasi
Peiaksanaan

Program/Kegiatsn Urusan
Partanahan

Pemanfaatan Tanah
Kzsultanan dan Tanah
Kadipaten

Penyiapan Bahan
Pertimbangan Teknis lzin
Penggunaan Tanzh
Kasultanan dan Kadipaten

Pananganan Keberatan dan
Sengketa Pertanahan Tanzah
Kasultznan, Tanzh Kadipaten
dan Tanah Desa

Saranz dan P!‘?sa_r_ana
Penpadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Peiaksanaan Kegiatan
Keistimewaan Urusan
Pertanahan

Jumizh Laporan
Pelsk=zanaan
Manitsring dan

‘Evalgasi Pelakeanaan

FI
Urnezzn Fenanshan

Jumizh -Dckumen
Fertimbangan Teknis
Ipn Penggunazn Tanah
Kasultanan dan
Kadipsian

Jumiah Benta Acara
Pen i
Penanganan Heberatan
dan Sengketa
Feranahanan Tanzh
Kazultanan, Tansh
Kadipaten dan Tanash
D=e3

Jumish Saranz dan
Prazarana Pendukung
Pelak=anaan Kepiatzn
Unssan Keistimewaan
(Penamnahan)

Target Capaian

_Kinsta

7572
perss

Baraa
Agara

"2 unit

Targel Kiperja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegistan, dan Kerangha Pemianaan
— e

Target 1 ahun

25

1,123,286.500.0
o

115,077.000.00

1.5607,218.500.0
0

22000,000.00

22000,000.00

13,846.055 530
oo

Ap

i
157.422:000.0
0

£
%6.577 600,00
140.845.000.0
8
1700303 514,
oo

| T_H.IF_ :
L

10

Rp

441 5375000
D

3338800000

40B.140.500.0
0

22 000, 000,60

22.000.000,20

4051 853483,
(i)

T e

10

248 5581.000.0
]

31.031.000,00

117.850.¢000,0
0

2.504.005 834,

2757550600
]

35.081.000,06

25
240 B75.000,0
o

5.321.808.702,
0o

o
=aksi pemanfaatan
pertanzhan

seks: pemanfasan
‘pertanzhan

L)

.80
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2t Il benst AKUNTARBILITAS KINERJA
3.1.Capaian Kinera Orgamsasi
4.2 Pengukuran Kinara COnganises
3-3. Efisiensi Anggaran
34, Inovasi

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menekankan bahwa
pelaksanaan pembangunan tidak hanya beronientasi pada realisasi
program dan kegiatan, tetapl pada pencapaian perubahan yvang lebih baik
melalui keluaran, hasil, dan dampak. Dalam pendekatan ini, program,
kegiatan, dan anggaran diposisikan sebagail instrumen untuk mendorong
perubahan yang terukur dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip good governance, Khususnya
akuntabilitas, yang menuntut pertanggungjawaban instansi pemerintah atas
peiaksanaan tugas dan penyediaan layanan publik yang hasilnya dirasakan
langsung oleh masyarakat Oleh karena itu, pengendalian dan pelaporan
kinerja menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas Kkinena
pemerintah daerah kepada publik.
Kerangka pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
Niti Mandala sarta Tata Sasana) disusun dengan mengacu pada Peraturan
Menten PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKjIP. Pengukuran
kinerja dilakukan berdasarkan Kkriteria dan mekanisme yang ditetapkan
dalam regulasi tersebut, dengan rumus sebagai benkut:
a Apabila semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya Kinera,
digunakan rumus:

realsas!

Capaian indikator Kinerja = x 10094

TENCana




0  DPTR | KUNDHA

b. Apabila semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus:

Rencana — (realisasi —rencana)

Capaian indikator Kinerja = x 1009
rencana
Atau
(2 x Rencana) — realisast
Capaion indikator Kinerja = x100%
rencana

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata
Sasana) Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran Kinerja
atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten GunungKidul dengan Bupati
Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menten Dalam
MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan
skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut

Tabel 3. 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kinerja

91% =£100%

76% < 90%

66% < 75% Sedang

51% < 65% Rendah
< 50%

Sumber Permendagn Nomor 86 Tahun 2017
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan ‘Metode Rata-Rata Data Kelompok” Sedangkan
penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategor ditetapkan
sebagai berikut:
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"Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan
jumiah indikator untuk setiap kategori (sangat tingi, tinggi, sedang, rendah,
dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai
mean (rata-rata) skala nilal peringkat kinerja dan setiap kategori, dibagi
dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut”

Capaian sasaran

_ jumlah indikator per kategori x mean per kategori

= x 10094
Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

3.2. Pengukuran Kinerja Organisasi
3.2.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja diperlukan agar pelaksanaan
pekenaan benalan efektif, efisien, dan konsisten antara realisasi dengan
rencana. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilaksanakan
dan dipatuhi oleh seluruh unit Kerja. Secara garis besar, mekanisme

pemantauan dan evaluasi kinerja dijabarkan sebagai berkut:
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Gambar 3. 1. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja DPTR tahun
2025

1

Perencanaan

a Perencanaan program dan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Gunungkidul sudah mulai disusun pada T-1
dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) yang
kemudian dibahas pada T-1 oleh Tim Anggaran Pemenntah Daerah
(TAPD) sampai dengan fterbitnya DPA pada T-0. Adapun
perencanaan program dan anggaran terbagi atas tahapan Pagu
Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran; dan

b. Program dan anggaran yang telah ditetapkan kemudian harus
dilaksanakan dengan Penanjian Kinerna vyang selanjutnya

pelaksanaannya diterjemahkan dalam Rencana Aksi. Rencana
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Aksi berisi penjabaran target penyelesaian fisik dan penyerapan
keuangan paket-paket pekeraan yang akan menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi disusun berdasarkan DPA Murni (T-0)
dan disusun maksimal satu bulan setelah DPA Murni terbit.

2. Pelaksanaan

a. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pekeraan
dimanfaatkan untuk mengawal konsistensi antara rencana kerja
dengan realisasi kKerja. Jika suatu pelaksanaan pekerjaan tidak
sesual dengan rencana kerja pada bulan tertentu dikarenakan
adanya kendala teknis dan nonteknis maka rencana kerja tersebut
perfu ditinjau ulang kegunaannya dalam pencapaian pekerjaan.
Hasil dari peninjauan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan
perencanaan ulang pada bulan berikutnya atau dengan mengganti
metode kegiatan yang lebih mudah pelaksanaannya, sehingga
target yang telah ditetapkan di akhir tahun anggaran akan dapat
tercapal. Pemantauan dan evaluasi dilakukan tidak hanya pada
aspek pencapaian fisik dan keuangan namun juga terhadap
substansi dan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan;

b. Mekanisme pengumpulan data capaian kinerja berupa realisasi
fisik dilakukan dengan menggunakan Form Pengendalian (atau
sering di sebut "Tepra”) yang disusun per paket rekening sub
kegiatan dan dilaporkan maksimal tanggal 7 setiap bulan
berikutnya Penyusunan Pengendalian ini dilakukan secara manual
dalam format tabel exell.

¢. Form Pengendalian menjelaskan capaian pada setiap rincian
output per sub kegiatan. Pemantauan realisasi fisik menjabarkan
persentase capalan output, progres substansi beserta
justifikasinya. Pemantauan realisasi kKeuangan memperlinatkan

persentase dan besaran progres penyerapan anggaran dar setiap

[ ]
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paket pekeraan terhadap pagu masingmasing paket kegiatan.
Form Pengendalian tersebut berupa Form Laporan Belanja, Form
A1 dan A2 dan Form Laporan Pengadaan Barang dan Jasa: dan

d Setelah pengisian Form Pengendalian dilakukan koordinasi
pemantauan evaluasi dan konfirmasi kebenaran data secara
periodik bulanan, triwulanan dan semesteran dengan masing-
masing penanggungjawab  pekeraan  untuk  mengetahul
keberhasilan, kegagalan, dan kendala serta mengambil solusi
langkah perbaikan

3. Pelaporan

a Pelaporan kinera dilakukan setiap bulan secara manual sesual
data Form Pengendalian yang dikinm melalui e-mail bagian
Administrast Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

b Pelaporan tnwulanan dan tahunan dilakukan secara online melalui
aplikasi sebagal berikut:

¢ Laporan monev sipanda, untuk pelaporan realisasi fisik dan
keuangan yang disandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat
Daeah (RKFPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang ampu oleh Bappeda Kabupaten
Gunungkidul

e Laporan ESR KemenpanRB, merupakan aplikasi pelaporan
kepada kemenpan RB yang di ampu oleh Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan

e Laporan e-SAKIP Kabupaten Gunungkidul, merupakan
aplikasi pelaporan kepada kemenpan RB yang di ampu oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul,

« mengitegrasikan antara JMD hingga monitoring capaian kinerja
setiap tnwulan.

- [ )
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Gambar 3. 2. Pengiriman Laporan Pengendalian dan Pengadaan Barang
dan Jasa DPTR tahun 2025

Gambar 3. 3. Sistem Integrasi RPJMD dan Monitoring untuk capaian
Kinerja

Gambar 3. 4. Pelaporan ESR KemenpanRB pada DPTR tahun 2025
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Gambar 3. 5 Pelaporan eSAKIP Kabupaten Gunungkidul pada DPTR
tahun 2025

..........

3.2.2. Capaian Perjanjian Kinerja 2025

Berikut merupakan pencapaian IKU tahun 2025 secara ringkas tersaji pada
Tabel 3 2. sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025
o Tujuan/ indikator  Realisa Tahun 2025 Katego
Sasaran Kinerja si S
Strateqgis Fahun Tamge Reali Capaia
2024 t | -sasi

1 Meningkatkan Indeks ] : 99 60
tata Kelola kualitas
perianahan pengelolaan
dan pertanahan
penyelenggar  dan
aan penataan  penyelenggar

ruang

aan penataan
ruang
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Tujuan / Indikator Realisa Tahun 2025
Sasaran Kinerja si
Strategis Tahun Taimge Reali Capaia
2024 L | -sasi n
Kinari
_ (%)

1 Tata kelola Persentase 60.32 81 7944 9809 Sang 963
administrasi Tata Kelola at
pertanahan Administrasi tinggi
meningkat Pertanahan

2 Meningkatnya Nilai AKIPPD 8198 82 8202 100,0 Sang 10002

Akuntabilitag 2 at

~ Kinerja PD | . tinggi

2 Kinerja Persentase B6.67 84 8356 9948 Sang 99.45
penyelenggara penyelesaian at
an penataan administrasi tinggi
ruang penyelenggar
meningkat aan penataan
ruang

J.2.3. Penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran stategis diuraikan
sebagai berikut:
Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan penyelenggaraan
penataan ruang

Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata
Sasana) diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Tata kelola administrasi
pertanahan meningkat dan Kinerja penyelenggaraan penataan ruang
meningkat Dengan target Indeks Meningkatkan tata Kelola pertanahan dan
penyelenggaraan penataan ruang tahun 2025 0 dan capaian di tahun 2025
sebesar 99.59, maka tujuan sudah tercapai 99.59

1. Sasaran 1: Tata kelola administrasi pertanahan meningkat

Kinera sasaran meningkatnya tata Kelola Administrasi Pertanahan
Meningkat diukur dengan indikator peningkatan kinerna administrasi
pertanahan

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran
stategis diuraikan sebagal berikut:
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Sasaran 1

“ Tata kelola administrasi pertanahan meningkat”

Tabe

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Capaian kinerja sasaran Jlata kelola adminisirasi pertanahan
meningkat diukur dengan indikator kinerja persentase tata kelola
administrasi pertanahan. Pencapaian pada sasaran tersebut dapat
digambarkan pada tabel 3.3 sebagai bernkut.

| 3. 3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Tata Kelola Administrasi
Pertanahan Meningkat

Formula Indikator Sasaran

30% Persentsse Penyelesaian 81

Administrasi sengketa tanzh
AL - tertangani ¥+ { 20% Permanlaze
dminesir
@ ' Penyelesaian ganii kerugian dan
perlanahian santunan tanah untuk

Pembangunan) + { 40%
Persentase Penalagunaan Tanah
tertangani) + [ 10% Perzentase
bidang 3G dan Tanah Des3 yang
memiliki kepasfian Hukum )

Capaian Kinerja tahun 2025 pada Sasaran Tata Kelola Administrasi
Pertanahan Meningkat sebesar 79 44 dan target 61 atau pencapaian
target kinerja sebesar 98 09 dan dikategorikan sangat tinggi.
Realisasi Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan di atas
diukur dan 30% Persentase Penyelesaian Administrasi sengketa
tanah tertangam) + (20% Persentase Penyelesaian ganti kerugian
dan santunan tanah untuk Pembangunan) + {40% Persentase
Penatagunaan Tanah tertangani) + (10% Persentase bidang SG dan
Tanah Desa yang memiliki kepastian Hukum yang merupakan
capaian program Perhitungan pengukuran Kinera sasaran
meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang disajikan
pada tabel 3 4.
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Tabel 3. 4. Pengukuran Kinera Tahun 2025 Sasaran Tata Kelola

Persent

Persen
tase
penyel
esalan
gantfi
Kerugia
n dan
santun
an
tanah
Lk
Pemba
nguna
n

Rumus:

_ YRealizasi dokumen fasilicasi penyelecaia
~ YTargetdokumen fasilitasi penyelssaiar

Tipologi data: Non komulatif

_Jumlah Berita Acare Hasil Mediasi Penyele _
"~ Target Berita Acara Hasil Mediesi Penyele

Rumiuis:

Iaﬂm‘.'r :mtukpﬁfmbmgnﬂmfa_rxm publik) +

tanah)+(jumiah tanah Pemda ngtﬂrﬂhﬁr
di BEN)/3

Tipologi data: Komutatif
Sumber data

_ jumlghperencansan pengadagn tanah w

~ jumlich psrencancan pengadagn tonah w =

Jumlah dokumen pengadaan tanah

jumiah dokumen pengadaon tanah yang diro)

persentase pedaftaran tanah m

toral persentase pendaftaran tanah pemda o

G

b.

Meta data :

Bendaftaran tanch pemds terdiri dari
6652 1 bidang tanah pemda yang dilakukan
pra ukur/target]
23%xbidang tanah pemda yang dilakukan
pendaftaran perngukuran dan penerbitan

administrasi pertanahan menikat

[ )

e 100%
=3

= 1009%

=74,6%+10
0%+100%/
3

=19,72

=(66%x800
/837)+(22
Saxd 20
/837]+(11
%x49,/837/
3

100% ((30x100%
Sex1000+(1
)

=7944%:

= (100

+ 100

/3

=F%I4
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Persen

gunaa

Tanah
Tertan
gani.

Persen
bidang

dan
Tanah
Desa

yang
memill

kepasfi
an
hukum

Formuia Indikator Prooam

55/ target

©. 11%ux bidang tanak pemda yang dilakukan

Permohonan penerbitan don pendoftaran
SK Hak/Pererbitan Sertifikat] / target

Rumus: N _ o
Reglisasi jumiah dokumen alik furgsi lahan

Target jumiah dokumen alth fungsilahan

Tipologi data: Non komulatit

Sumber data
Jumiah Laporan Keordinasi dan Sinkronis

=

19,720

100%

- Iﬂpﬂ!“m

Jumiah Laporan Koord: st dan SHiks 1

Rumus:
Realisasi Rata — rato copaien pelaksanaan s

Targer Rara —rata capaion pelakcanaan su

Tipologi data: Non komulatif

Jumlah Dokumen Fenatgusohaan Tanah Ka:

Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanaoh Kast

Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kazu
Jumiah Dokumen Pengawasan Tanahk Kasulte

Jumiah Dokumen Pertimbangan Teknis Ifi1
Jumiach Dokumen Pertimbangan Tekniz [jin |

= 2laporan

= 100%

_ 9956+

= 599.89%

_Sﬂﬂm
~ 50 o

= 100%%

30
=3 *100%

= 100%
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Formuia Indikator Prooam

Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penang
Jumiah Berita Acara Penyelezaian Penangan

Bsﬂﬂ-ﬂ
== %
= 100%
Jumiah Saranag dan Prasarana Pendukung
Jumlahk Sarana dav Prasarana Perdukung Pe
= —-x100%
2
= 100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
ini dan beberapa tahun terakhir serta dengan target Renstra
2026

Sebagai pembanding, dapat kita lihat progres capaian kinerja dua
tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut ini

Tabel 3. 5. Perbandingan Capaian kinerja 2025 dengan dua tahun
terakhir
Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Target Capaian
Alkhir 2025

2ﬂ23‘ gu'_u" 2025 | Renstra | terhadap

1 Persentase tata kelola 4149 6151 7944 100 7944
administrasi pertanahan

Dan data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun
2023 tidak dapat dibandingkan disebabkan system kinerja berbeda,
sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 realisasi 6151, dan pada
tahun 2025 meningkat dan target 81 terealisasi 7944 dengan
capaian kinerja 9809 % sehingga kinera Tahun 2025 bila
dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan kinerja sebesar
17.93%. Sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka
capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas
kinerja PD termasuk dalam kriteria sangat baik.

[ )
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Gambar 3. 6. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran

Sosializasi Penanganan Focus Group Discussion Penanganan Permasalahan Paﬂ
Penmasalahan Perlanahan

i LA -
Petﬂnjéuan Lﬁpmgan Tanah Ohbyek Pén'lﬁul-ﬂ.ﬂ'an dalam rangka perrsm’iﬁkahn tanah hasil fukar menukar
Tukar Menukar di Kalurahan antara tanah kalurahan dengan fanah warga yang telah memperoleh

Kaltekuk Kapanewon Semin zZin gubsrour
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Prozes pra Pengukuran Tanah
Kalurahan

Pengawazan sera tinjau lokasi

ferhadap pemanfaatan tanah
kalurahan

Pembuatan Paick Batas Bidang Tanah
Desa

Pelaksanaan pengawasan Tanah Kalurahan
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K ¢ Wi
Pelaksanaan pengawasan Tanah
Kalurghan

¢. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Perangkat
Daerah lain, Daerah lain, atau Standar Nasional
Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha MNiti
Mandala sarfa Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul tidak dapat
diperbandingkan dengan standar nasional/JMN maupun capaian
organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut
disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran
indikator sasaran yang felah ditetapkan dalam dokumen Renstra.
Selain  itu  jika ditemukan sasaran yang sama pada
organisasi/instansi sejenis bailk di tingkat kota/kabupaten ataupun
propins! ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya
berbeda-beda.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Dalam melaksanakan program kegiatan selalu ada hal-hal yang
harus dikelola agar memberikan hasil yang optimal terhadap upaya
pencapaian target sasaran kKinerja perseniase tata kelola
administrasi pertanahan diantaranya:

a. Permasalahan yang dihadapi
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a) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa masih banyak yvang
belum sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Proses pembenan zin Gubernur terkait penyelesaian
permasalahan tukar menukar tanah Kasultanan, tanah
Kadipaten, dan tanah desa masih membutuhkan waktu yang
relatif lama akibat panjangnya mekanisme dan prosedur
administrasi.

¢) Pemahaman perangkat desa dan/atau masyarakat terhadap
kebijakan dan administrasi di bidang pertanahan masih
terbatas, sehingga kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi
kebijakan pertanahan perlu  dilaksanakan secara
berkelanjutan.

d) Pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul belum optimal karena belum tersinkronnya data
antara Kartu Inventans Barang (KIB) yang berbasis jumlah
aset dengan data pendaftaran sertifikat pada Kantor
Pertanahan yang berbasis bidang dan luasan Selain itu,
keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak seluruh
aset tanah yang tercatat dalam KIB sesuail target dapat
dilakukan pengukuran, sehingga menimbulkan perbedaan
antara target kinena yang ditetapkan dengan capaian output
yang dihasilkan

b. Langkah-langkah  yang  diakukakan  uniuk  mengatas!
permasalahan

a) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa

e Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap
pemanfaatan dan pengelolaan tanah desa dalam bentuk

pelayanan
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Meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi
pemanfaatan tanah desa agar sesuail dengan peruntukan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kalurahan
dan OPD terkait dalam pengambilan keputusan
pemanfaatan tanah desa.

b) Percepatan Proses Tukar Menukar Tanah Kasultanan,

Kadipaten, dan Tanah Desa

e Meningkatkan kerjasama kolaboratif dengan Pemerintah

Daerah DIY melalui Paniradyo dan DPTR DIY terkat
dengan proses pembenan izin Gubernur.

Melakukan pendampingan administrasi secara terencana
dan berkelanjutan kepada pemerintah desa agar
kelengkapan dokumen terpenuhi sejak awal hingga dapat
di keluarkannya Berita Acara Rekomendasi Bupati kepada
Gubernur.

Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur
(SOP) penanganan tukar menukar tanah untuk

meminimalkan keterlambatan proses.

c) Peningkatan Pemahaman Kebijakan dan Administrasi

Pertanahan

Melaksanakan sosialisasi tertib administrasi pertanahan
secara rutin dan terjadwal kepada perangkat desa dan
masyarakat, seperti Sistem Informasi Geospasial dan
system 055,

Menyediakan media informasi pertanahan yang mudah

dipahami dan diakses oleh masyarakat
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o Mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dalam
penyebarluasan informasi kehbijjakan tertib administrasi
pertanahan.

d) Optimalisasi Pensertipikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah

o Melakukan sinkronisasi dan validasi data aset tanah antara
Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Dinas Pekerjaan
Umum dan Bidang Aset BKAD Kabupaten Gunungidul
degan data bidang tanah yang akan di daftarkan ke Kantor
Pertanahan.

e Menyusun basis data aset tanah Pemerintah Daerah yang
tenntegrasi dan berbasis bidang serta luasan.

e Menetapkan prioritas aset tanah yang akan diukur dan
disertipikatkan berdasarkan ketersediaan wakiu dan

sumber daya.

¢ Menyesuaikan indikator dan target kinerja pensertipikatan
aset agar selaras dengan tahapan pengukuran dan
pendaftaran tanah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian target kinerja
Terdapat empat program, lima kegiatan, dan delapan sub kegiatan
yang menunjang Keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola
administrasi pertanahan meningkat sebagaimana disajikan pada
tabel 3. 6. sebagai berikut:

Tabel 3 6 Target dan realisasi program/kegiatan tahun 2025 sasaran

kinerja tata kelola administrasi pertanahan meningkat
Program/Kegiatan/ Indikator Tahun 2025

81 79,44 93.07%
kelola Administrasi Pertanahan

[ )
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Program
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan
Fenyelesaian
Sengkela Tanah
Garapan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Mediasi
Penyelesaian
Sengketa Tanah
(Garapan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program
penyelesaian ganti
kerugian dan
santunan tanah
untuk
pembangunan
Penyelesaian
Masalah Ganfi
Kerugian dan
Saniunan Tanah
untuk Pembangunan
olef
FemerinighDaeran
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyelesaian
Masalah Ganli
Kerugian dan
Santunan Tanah
untuk Fembangunan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Program
penatagunaan
tanah

Penggungan Tanah
yang Hamparannya
dalam saiu Dasrah
Kabugaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pengounaan Tanah

Program
penyelenggaraan
keistimewaan

Persentase penyelesaian
administrasi sengketa
tanah tertangani

FPerseniase Layanan
Penyelesalan Sengkela
Tanah Garapan dalzm
Daerah Kabupalen/Mota
terigyam dengan baik
Jumiah Berila Acara Hasil
IMediasi Fenyelasaian Kasus
Sengketa dan Konflik Tanah
Garapan datam 1 (Satu)
Oraerah Kabupaten/kKota

Persentase penyelesaian
ganti kerugian dan
santunan tanah untuk
Pembangunan

Perseniase layanan
penvelesaian masalah gant!
kerugian dan santunan tanah
unfuk pembangunan ofeh
pemeriniah dagrah
kahupatenikola terfayani
dengan baik

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti
Kernugian dan Santunan
Tanah untuk Fembangunan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Penatagunaan
Tanah Tertangani

Jurnish laporan penggunaan
fanah yang hamparannya
dalam saty dasrah
Kabupaten/iota yang
tersusun

Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Penggunaan
Tanah dalam 1 (Saiu)
Kabupatenfkota
Persentase bidang 5G dan
Tanah desa yang memiliki
kepastian hukum

[ )

80 a0 1009

& Berita 7] 1005%:
Acara Berifa
Acara

a0 73,23 91,55%

a0 7323 91.43%

3 3 100%
Dokum Dok
en men
80 80 100%
80 80 100%:
2 2 100%
Lapora Lapor
n an
8200 8799 0483
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yogyakarta urusan
pertanahan ; _
Fengelolaan Tanalt Persenfase fayanan 868.09 87.56 Lo 4
kasultanandan Tanah pengeloizan Tanah
kadipafen kasultanandan kadipaten
Penatausahaan Jumiah Dokumen 4 4 100%
Tanah kasultanandan Penalausahaan Tanah dokum  doku
Tanah kadipaten Kasuitanan dan Tanah en men
' Kadipaten dalam rangka

Pengembangan

Kebudayaan, Kepentingan

Sosial, dan Kesejahteraan

Masyarakat _ )
Pengawasan Tanah Jumiah Dokumen &0 0 100%:
kasultanan, Tanah Pengawasan Tanah Dokum  Doku
kadipaten, dan kasuitarman, Tanzh en men
Tanah desa kadipaten, dan Tanah desa _ _
Pemanfaalan Tanah  Persenfase layanan G4.08% 6408 100%
kasultanandan Tanah pemaniaatan Tanah o
kadipafen kasuffapandan Tanah

kadipaien ferlayan! dengan

baik
Penyiapan Bahan Jumiah Dokumen 30 30 100%
Pertimbangan Teknis  Pertimbangan Teknis ljin dokum doku
|zin Penggunaan Fenggunaan Tanah en men
Tanah Kasuttanan kKasuitanan dan Kadipaten
dan Kadipaten
Penanganan Jumiat Berita Acara a5 85 100%
Keberatan dan Penyelesaian Penanganan beriia  beria
Senagketa Keberatan dan Sengketa dcara  acara
Perianahan Tanah Pertanahanan Tanah
Kasultanan, Tanah Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
Desa

Capaian kinerja Tata kelcla administrasi pertanahan meningkat tahun 2025
sebesar 79 44% terbentuk dan capaian output-output prioritas sebagai
berikut:

a) Terselesalkannya 90 Berita Acara penyelesaian kasus tukar
menukar tanah antara tanah kalurahan dan tanah milik warga yang
terjadi pada masa lalu. Hasil penyelesaian tersebut dituangkan
dalam bentuk rekomendasi Bupati Gunungkidul, yang selanjutnya
disampaikan kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakaria

melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY

untuk diproses lebih lanjut guna memperoleh zin Gubernur.
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b)

d)

a)

Dari 90 dokumen tersebut, 10 dokumen didanai melalui APBD dan
60 dokumen melalui Dana Keistimewaan. Berdasarkan hasil
inventarisasi permasalahan tanah sebanyak 876 kasus, hingga saat
ini telah diselesaikan 228 kasus atau sebesar 26 03%, sedangkan
sisa permasalahan akan terus diupayakan penyelesaiannya pada
tahun-tahun berikutnya.

Sampail dengan tahun berjalan, telah terbit 39 izin Gubemur. Pada
tahun ini berhasil diselesaikan 1 dokumen dengan jumlah 17 bidang
tanah, serta 13 bidang tanah merupakan kelanjutan pekerjaan dan
tahun sebelumnya.

Terselesaiakannya pengadaan tanah untuk Tempat Pemungutan
Retnbusi Pantal Tepus

Terlaksananya target MCP KPK dengan rincian yaitu. 600 bidang
tanah sudah dilakukan pra ukur, 420 berkas sudah selesai
pemberkasan yang terdiri dari 411 berkas sudah terdaftar di BPN
dan sudah di terbitkan Surat Perintah Setor (SPS), dan dan itu
semua sudah 49 sertifikat sudah di terbitkan dari BPN. Adapun
target yang di selesaikan Adalah sebanyak 837 bidang (KIB tanah
asset pemda Kabupaten Gunungkidul).

Terselesalkannya 1 dokumen pembayaran Pisungsung ke Keraton
Ngayogjokarto Hadiningrat

Terselesalkannya 1 dokumen inventarisasi alih fungsi lahan
kalurahan dari pertanian ke non pertanian

Terselesalkannya 694 berkas pendaftaran tanah desa mumi (HM
Kasultanan), pemasangan 6000 paiok batas tanah desa, 394
bidang pendaftaran pengukuran tanah desa, serta 5000 berkas
verfikasi tanah desa yang belum bersertifikat.

Kabupaten Gunungkidul memiliki data tanah kalurahan yang harus
diselesaikan proses sertifikasinya sebanyak 10 8382 bidang. Dengan

adanya penyelesaian pendaftaran tanah ke BPN pada tahun

[ )



\% DPTR | KUNDHA
o 2025 NiTi

benalan. secara akumulatif telah terbit sertifikat atas 4 865 bidang
tanah atau sebesar 44 71%, sedangkan sisanya akan dilanjutkan
pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, data tanah Kasultanan di Kabupaten Gunungkidul
berjumlah 4.046 bidang, dengan jumiah bidang tanah yang telah
bersertifikat sebanyak 3 749 bidang atau 92 66%. Adapun 297
berkas lainnya saat int masih dalam proses di BPN dan menunggu
penerbitan sertifikat.

h) Tersusunnya 50 dokumen pengawasan pemanfaatan tanah
kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Pengawasan dilaksanakan
secara rutin untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan tanah
kalurahan dan tanah Sultan Ground (5G) dengan izin pemanfaatan
yang telah diajukan dan diberikan.

1) Tersusunnya 30 dokumen Bahan Pertimbangan Teknis Izin
Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Ini bertujuan untuk
melegalkan pemanfaatan tanah untuk bisa i keluarkan [jin
Gubernur ataupun Serat Kekancingan darl Kraton Ngayogyokarto

Hadiningrat

2. Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah
diukur hasil berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinera menurut
sasaran stategis diuralkan sebagai bernkut:

Sasaran 2:

e “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat
daerah”

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Capaian kinera sasaran kinera meningkatnya akuntabilitas kinerja
perangkat daerah diukur dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD

. [ )
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pencapaian pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel
3.6 sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerna Pera

No  Indikator
Kinerja
AKIP PD

*} Nitai AKIP PD Tahun 2025 berdasarkan penifaian AKIP PD oleh inspektorat (bulan

Formula Indikator
Sasaran

Indikator ini mengukur
AKIP Dinas Peranahan
dan Tata Ruang (Kundha

Mifi Mandala saltﬂTin‘a
Sazana Tahunn-1.

Predikat A  (Hila =50-80)
Predikal BB (Nilai >70-20)
PredikatB  (Nilai >60-
)

Predikat CC (Nilai >50-
60)

Predikat C  (Nilai =30-50)
Predikal D (Nilai =0-30)

gkat Daerah

Target 2025 Realisasi Capalan = Kategori
2025 2025 (%) -
) 82,029 100,02

marel 2026].

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD diukur
menggunakan indikator Nilai AKIP PD. Pada tahun 2025, indeks Nilai
AKIP PD terealisasi sebesar 82 02 dan target sebesar 82 atau tercapai

100,02 %. Sesual dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka

capaian kinera sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas

kinerja PD termasuk dalam kriteria sangat baik
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kkinerja
tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta perbandingan
dengan target akhir Renstra (2026)

Tabel 3. &. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025

1 Midzi AKIF PD 786 | 8034 31593 82 a2.02" 100.02 1040 100,02
*1 Nilai AKIP FD Tahun 2025 berdasarkan penifaian AKTE PO oish inspektorst (bulan marst 2026)

Realisasi Nilai AKIF PD di atas merupakan hasil penilaian
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan di bulan
maret 2026.

¢. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan perangkat
Daerah lain, Daerah lain, atau standar Nasional
Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
NMandala sarfa Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul tidak dapat
diperbandingkan dengan standar nasional / RPJMN maupun capaian
oprganisasiinstansi sejenis yang sefara/sekelas. Hal tersebut
disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pada saat ni, nilai SAKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul
mendapat nilai 81 .98 berdasarkan penilaian SAKIP tahun 2024
Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinera Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nitr Mandala saria Taila

[ )
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Sasana) Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap 5 (lima) komponen besar
manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja.
Berikut ini tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 oleh inspektorat
daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9_tindak lanjut hasil evaluasi SAKIF 2024 oleh inspektorat daerah

Saran/Rekomendasi " Tindak anjut
a PERENCANAAN KINERJA Sudah di  tindakizanjut
Tidak ada rekomendasi melalui surat nomaor
b. PENGUKURAN KINERJA T00.1.2. 7124712025

Melakukan Revieu penetapan ianggal 10 Apnl 2025
komponen Indikator Kinera penhal Tindak Lanjut LHE
Utama (IKU) sehingga memiliki AKIP pada Dinas
definisi operasional, dan Fertanahan dan Tata
sumber data yang relevan dan Ruang Surat terlampir
mengusulkan penetapan di
periode benkutnya

c. PELAPORAN KINERJA
Memastikan kualitas dan
keselarasan penyajian
informasi mengenai capaian
kinerja dalam laporan kinerja.

d EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA
Tidak ada rekomendasi

Penjelasan untuk perbaikan dan meningkaikan hasil evaluasi
terhadap lima komponen tersebut dilakukan identifikasi
permasalahan dan langkah-langah yang lakukan sebagai berikut:

a. Permasalahan yang dihadapi:
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1) Dalam melakukan pengukuran kinerja, DPTR belum memiliki
definisi operasional dan sumber data yang relevan untuk
komponen KLU,

2) Belum ada keselarasan dalam penyajian Pelaporan Kinerja
terhadap informasi capaian kinerja

b. Langkah-langkah yvang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi tersebut maka

dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak

yang ditimbulkan agar memberkan hasil yang optimal melalul

langkah-langkah sebagal bernkut

1) Melakukan perbaikan komponen |IKU beseria formulasi dan
definisi operasional pada Rencana Strategis periode 2025-
2029

2) Melakukan perbaikan substansi dalam penyajian data
pelaporan kinerja yang informatif pada |laporan kinerja tahun
2025

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat satu program, dan delapan kegiatan, yang menunjang
keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja penyelenggaraan
penataan ruang meningkat sebagaimana disajikan pada tabel 3.7

Tabel 3. 10 Target dan realisasi program tahun 2025 sasaran Kinerja

__meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2Meningka 2.1 ‘Program  Persentase  pemenuhan  100%  100%  100%
nya pEnuUnjang UrusAn  penunjang Urusan
Akuntabilita pemerintahan daerah pemerintah daerah
s PD kabupaten/kota kabupaten terlakzana
dengan haik
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Evaluasi
Perangkst Daersh

2114 Penyuzunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
2.1.12. Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2113, Koordinasidan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

2.1.14. FKoordinasidan
Penyusunan DPA-SKPD

2115 Koordinasi dan
Penyusunan  Perubahan
DPA-SKPD

2.1.1.8. Koordinasi dan
Fenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
[khiisar Realisasi Kinerja
SKPD

2117 Evaiuasi Kinera
Perangkat Daersh

212 Administrasi
Keuangarn Perangkst
Dasrsh

2124, Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASH

2122 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

21.23. Koordinagsi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesieran SKPD

2313 Administrast
Kepegawaian  Perangkst
Dasrah

21.3.1. Pendatzan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

214 Administras!
Umum Perangksat
Dserah

FPerzenlase
Pererrcanaan,
Fenganggaran, dan Evalussi
Kireqa Perangkst Osersh
terfayani dengan baik

Jumizh Drokumen
Perencanaan Perangkat
Diaerah

Jumiah Dokumen REA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumiah Diokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Hoordinasi
Penyusunan Drokumen
Pemubahan RKA-SKPD
Jumiah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan
Ciokumen DPA-SKPD )
Jumizh Diokumen

Perubahan DPA-SKFD dan
Laporan Hasil Koordinas!
Penyusunan Dokumen
Pemubshan DPA-SKPD
Jumiah Laporan Capaian
Fimerj2 dan lkhisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
lkhiisar Realisasi  Knefa
SKPD

dumizh Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkal Daerah

FPerseniass pemanuhan
PERLHENG UTLISSIT
pemeriniah dasrah
kabupaten terigkzans
denpsn baik

terlaksananya pembayaran

gaji kepada ASN dan P3K
penenma Gal

terlaksananys pemyusunan
Laporan Akhir Tahun 2023

ferdaksananya penyusunan
Laporan Semesieran dan

Laporan Bulanan

Ferzentsse Laysman
Adminisirasi  Kepsgswaisn
Ferangkat Dserali terlgyan
dengan baik

Jumiah Dokumen
Pendataan dam Pengotahan
Administrasi Kepegawsaian
Perzeniase Layanan
Adminisiras Limurm
Perangkst Dserah tedayani
dengan baik

[ )

Layansn  100%

17
Laporan

100%

424
Oranglbu
lan
Laporan

13
Lapoian

1005

dokumen

100%

17
Laporan

Laporan
1003

424

fan

Laporan
13

Lapaoran

100%

1005

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T00%

100%

100%

T00%

100%

T00%

100%

100%
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2141

Komponsn Insiziasi
ListrikiPenerangan
Eangunan Kantor
2142 Penyediaan
Komponen Instalasi
ListrikPenerangan
Bangunan Kantor
2.1:4:3. Penyediaan
Peralatan Fumah
Tangga

2144 Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

2145 Pemyedizan
Bahan Bacaan dan
FPeraturan  Perundang-
undangan |
21486 Fasilitasi
Kunjungan Tamu
2147

Penyelenggaraan Rapal
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

2.1:8 Pengsdaan
Eararxg Milk Daersly
Penunjang Urisan
Pemernntah Daerah

2151 Pengadaan
Peralalan dan Mesin
Lainnya _
2168 FPenyedizan
Jasa Penunjang Urusan
FPemernmahan Daerah

21561 Penyediaan
Jasa Sural Menyurat
2162  Penyedizan
Jaza Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik:

218 Femeliharaan

Barang Milik Dssrah
Penunfang Unuisan
Pemernintahan Dserah

21.61. Penyedizan
Jaza Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Peqizinan
Kendaraan Dinas
Operazional atau
Lapangan

2162, Pameliharaan
Peralztan dan Mesin
Lainnya

2163
Pemeliharaan/Rehabilita
5i zedung Kantor dan
Bangunan Lainmys

Penyediaan  Jumish Pakel Komponen

Insizlasi ListnkPencrangan
Bangunan Kantor  yang
Dizediakan
Jumiah Paket Perzalaian dan
Perengkapan Kanlor yang
Dizediakan

Jumiah Pakst Peralatan
Rumah Tanoga yang
Dizediakan

Jumiah Paket Barang
Celakan dan Penggandaan
yang Dizediakan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan  Pesaluran
Peundang-Undangan yang
Dizediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumiah Lapaoran
Penyelenggaraan Fapal
Koordinasi dan  Konsulasi
SKPD
FPerzenisze
Earang
Fenunjang
FPemerniahan
denpsn balk
Jumiah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dizediakan

Fersenlase Layanar
Penvadiaan Jass Penurang
Uruzan Pemerintahan
Deerah  terakzana: dengan
baik

Jumiah Laporan Penvedizan
Jasa Surat Menyurat
Jumizh Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Oaya Air dan Lisink yang
Dizediakan

Ferseniase Layanan
Femelinaraan Baramg Mk
Deerah Penuniang Unusan
FPemerintshan Daerah
Jumiah Kendarsan Dinas
Dperasional slau Lapangan

Pengadaan
Diserah

Uriisan
teriaksans

Adilik

yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak  dan
Perizinannya

Jumiah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelibara

Jumiah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya wyang
Dipalihara/Direhabilitas:

[ )

5 Paket

4 Paket

11 Paket

424
Dokume
n

12
Laporan
43

Laporan

100%

2 Unit
100%
12
Laporan

72
Laporan

T00%

247 Unit

44 uymit

2 unii

5 Paket

4 Pakel

11 Paket

424
Dokume
mn

-
F

Laparan
48
Laporan

1002

2 Unit

T00%

12
Laporan
72
Laporan

100%

247 Unit

2 unit

1005

100%

1005

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T00%

100%

T00%

100%

1005
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Realisasi Nilai AKIF PD di atas merupakan hasil penilaian
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan sampal dokumen
ini disusun nilai AKIP PD Tahun 2025 belum keluar sehingga
Realisasi AKIP PD pada penyusunan Dokumen LKJIP ini
berdasarkan penilaian Inspektorat Daerah Tahun 2024

3. Sasaran 3: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat

Kinera sasaran meningkatnya akuniabilifas kinena perangkat daerah
diukur hasil berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerna menurut sasaran
stategis diuraikan sebagail berikut:

Sasaran 3

“Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat”

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Capaian kinerja sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang
meningkat diukur dengan indikator kKinerja persentase penyelesaian
administrasi penyelenggaraan penataan ruang  Pencapaian pada
sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.10. sebagai berikut.

Tabel 3. 11. BEvaluasi Pencapalan Sasaran Kinerja penyelenggaraan

penataan ruang meningkat .
No  Indikator Kinerfa Formula Indikator | Target Realisasi Capaian Kategori

Sasaran 2025 2025 2025
1 Perseniase {35% Persentase 8356 8356 100 Sangat
penyelesaian Kawasan memiliki Tingagi
administrasi dokumen RTBL) +

penyelenggaraan ( 60% Persentase

penataan ruang  Penyelenggaraan
Penataan Huang)
+ (5% Persentase
SRS Kasultanan
dan Kadipaten
yang memiliki
Dokumen
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No | Indikator Kineria Fommula Indikator Target Realisasi Capalan  Kategori
Sasaran 20725 2075 2025
%

Rencana Tata
Ruang)

Realisasi Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan
penataan ruang di atas diperoleh dar (35% Persentase Kawasan
memiliki dokumen RTBL) + (B0% Persentase Penyelenggaraan
Penataan Ruang) + (5% Persentase SRS Kasultanan dan Kadipaten
yang memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang) Perhitungan
pengukuran kinerja sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan

ruang meningkat dapat dilihat pada tabel 3 12,

Tabel 3. 12. Pengukuran Kinera Tahun 2025 pada Sasaran Kinerja
penyelenggaraan penataan ruang meningkat
Formilla Indkator Program

kawasan = 100% ((35%x100%
RTBL ¥, Targetdokumen I1njagmrmﬂupm tent 00%)
=100%
Sumber data

Jumiah Dokumen Rencano don Tekniz 1
= —x1003%;

Jumlah dokumen rencara dan Tekniz Pemataa: 1
= 100%

FPersentase Rumus;

Penyelenggara _ B . L -
Pk = [100% Persentase dokumen proses per
Ruang
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Formasda Indkaior Program

=100%

Tipologi data: Komulatif
Sumber data

2 100%
==
Jumliah surat persetujuan substansi 1

P Jumlah surat persetujuan substansi RT = 100%

T

. : . I =T

_Jumiah dokumen administrasi perse = 1 80%%
~ Jumlah dokumen administrasi persery;, = 100%

Jumiah dokumen peningkatan pemahe _ E:ﬂl}ﬂ%
Jumiah dokumen peningkatan pemaham 19

= 100%%

Jumlah sistem informasi dankomunik _ 1

. - — =—x100%
Jumlah sistem informast dan komunikas 1
= 100%
Jumlah dokumen koordinasi peiaksana _ Exlﬂﬂ%
Jumiah dokumen koordinasi pelaksanaan 1
=100%

Jumiah kasus pelanggaran pemenfaatan _ 1 ...
Jumlah kasus pelang; 1

S
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Formasda Indkaior Program FPerhiiung Realisa
program an Kmeja =]

Frogra
m

Persentase Rumus: 2 "
SRS kasuftanan ~ 70% Perseniase dokumen =5 ¥100%
dan kadipaten perencanaan tala ruang strategis = 100%
‘yang memiiiki kazuitanan dan kadipaten + 30%

dokumen Persentase pengendalian pemanfaatan

rencana tala penaiaan ruang satuan ruang strategis)

rsang

Tipologi data: Komulatif
Jumlah dokumen Perencanaan Progra _ E +100%
Jumiah dokumen Perencanaan Programl
' | =100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan beberapa tahun terakhir serta perbandingan
dengan target akhir Renstra (2026)

Tabel 3. 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

No Indikator Kinesia Healisasi Tahun 2025
2023 | 2024  Target| Realisa | Capai | | terhadap
| s an | o2s) 2026(%)

1  Perseniase penyelesaian | 4543 61.57 8356 8356 100% 100
administrasi penyelenggaraan

penataan ruang
Tahun 2025 merupakan tahun keempat Renstra 2021 — 2026

Rumusan formula indikator kinerja program dan sasaran pada
Renstra 2021 — 2026 berbeda dengan rumusan formula indikator
kinerja program dan sasaran pada Renstra 2017 — 2021 sehingga
realisasi kinerja tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan
dengan data realisasi kKinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika
dipersandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun
2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami baik peningkatan
maupun penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
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Fienylﬁunm dan Pembahasan Penyusunan Pelaksanan dan Pembahasan Penyusunan
Cokumen Peneiapan ROTR Batruagung Barat Dokumen Pergajuan Persefujuan Substansl RDOTH
Pantai Selatan Bagian Barat

Penyusunan  dan Pembahasan Dokumen Laporan Bulanan Penyusunan Dokumen RDTR

Pengajuan Persetujuan Subsiansi ROTR Baturagung Baral. Baturagung Timur, Pantai

Baturagung Timur Selatan Bagian Baral. dan ROTH Pantai Selalan
Bagian Tengah
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Hakor Pembahasan penyusunan ATBL Kornidor Hapat Pembahasan Laporan Ren L dan
Wonosan gading Panduan Rancangan RTBL Kordor Wonosari-
Gading

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan perangkat
Daerah lain, Daerah lain, atau standart Nasional

Kerangka logis keterkaitan Indikator Kinerja secara vertikal dari tingkat

Kementerian sampai dengan Eselon lll dengan Indikator Kinerja

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat

dilihat pada gambar 3 8 bernkut

i @
» EEE > EEE
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Gambar 3. 8. Kerangka Logis keterkaitan Indikator Kinerja Kementerian
ATR/BPN dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat IKU pembentuk
Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang selaras dengan program

Nasional sebagai

sasaran sirategis peningkatan kualitas dan

pemenuhan rencana tata ruang serta tertib pemanfaatan ruang. Kegiatan

vang menjadi pendukung IKU ini adalah kegiatan Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota dengan output dokumen persyaratan persetujuan

substansi RDTR

Tabel 3. 14. Realisasi Kinerja tahun 2019-2025 dan realisasi tahun 2019 -
2[)25 Nasmnal

Sasaran strategis -
Terwujudnyz perencanazn t=ia ruang dan program

pemanfzatan ruang yang berkualitas

Indikator Kinerja Program : Indeks Perencanaan Tata
Ruang

kegiatan

Pembinzan Pemaan Tata Ruang Dasrzh
Sasaran Kegiatan

Tersed'larr].'a Renr.'.ana Tzta Ruang Daerah yang Berhuslias
Indikator Kinerja Kegistan ; Aasio Pemenuhan Rencana Tatz
Rusng Tasrsh

Output -

Mstari Teknis dan Rsperds RRTR/RDTR kabiots Hasil
Bimbing=n Teknis

2032 202 2024

2019 2020 20621 2025

Sasaran Pragram : :
Kinerz penyslenggsrsan penstasn ruang meningkst

Indikator Kinerja Program © Persentace penyelenggaraan
Penaizan Ruang

kepiatan :

Penstapan Rencana Tata Ruang Wilsyah (RTRW) dan-

Rencans Rinci Tats Roang (RRTR) Kabupats nikots

indikator kinerja kegiatan :

Persentase Layanan Penstapan Rencana Tata Ruang
h (R dan Rencans Rinci Talz Rua RTR}

T

Dutput: dokuman persyaraten persefujuan substansi

RATR

2049 2021 2021 2022 2020 2024 2025
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Kinerqa DPTR GK pada sub kegiatan ini merupakan pekerjaan yang
bersifat kolaboratif vertical dengan kementenan ATR/BPN. Kinera
kolaboratif dilakukan karena adanya kondisi mutualias yang saling
bergantung yang mana output antara pemda Gunungkidul melalui DPTR
GK dengan pencapaian output kementenian ATR/BPFN. Cara pencapaian
kinerja seperti ini berlangsung mulai dar proses penyusunan mater teknis
hingga terbitnya perkada yang disusun berdasarkan SOP yang sudah di

terapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
a. Permasalahan yang dihadapi
Sepertl halnya pada pencapaian sasaran 1 dan 2, untuk melaksanakan
program kegiatan dalam mendukung sasaran 3 yaitu persentase
penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang inipun juga
mengalami beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut

1) Dinamika regulasi dan keteriambatan penyusunan RTRW
Target penyelesaian RTRW Kabupaten Gunungkidul belum tercapai

akibat perubahan regulasi penataan ruang yang dinamis, termasuk
kewajiban pemenuhan kebutuhan Ilahan sawah dengan target
persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan menjadi sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta perlunya
penyesuaian substansi RTRW dengan kebijakan pemerintah pusat

2) Lemahnya pengendalian dan penegakan pemanfaatan ruang
Pemanfaatan ruang masih banyak yang tidak sesual dengan rencana

tata ruang kawasan, diperparah oleh belum sinkronnya ketentuan
peraturan zonasi dengan sistem perizinan berusaha (0OS5) lintas sektor,
serta belum tersedianya PPNS Tata Ruang sehingga penegakan hukum
belum optimal.
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3) Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pemahaman publik
Keterbatasan jumiah dan kompetensi SDM penataan ruang, serta masih

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi dan ketentuan
pemanfaatan ruang, menjadi kendala dalam mewujudkan penataan

ruang yang tertib dan berkelanjutan.

. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan

1) Langkah-langkah Menghadapi  Dinamika Regulasi dan
Keterlambatan RTRW

e Mempercepat penyelesaian RTRW melalui penguatan
koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN,
khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, terkait
pemenuhan target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang
di tetapkan sebagai LP2B.

o Melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dokumen RTRW
secara adapiif terhadap perubahan regulasi penataan ruang

yang berlaku.

e Menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian RTRW yang
memuat tahapan, waktu_dan penanggung jJawab secara jelas.

Z2) Langkah-langkah Menghadapi Lemahnya Pengendalian dan
Penegakan Pemanfaatan Ruang

e Mendorong sinkronisasi peraturan zonasi dengan sistem

perizinan berusaha berbasis 0SS melalul koordinasi lintas
sektor dengan Pemerintah Pusat dan OPD terkait

e Memperkuat fungsi pengendalian pemanfaatan ruang meialul
peningkatan pengawasan lapangan dan penertiban

pemanfaatan ruang yang tidak sesual rencana.
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e Meningkatkan kapasitas petugas Pengawas Tata Ruang guna
mendukung pengendalian pengawasan yang efektif.

3) Langkah-langkah Menghadapi Keterbatasan Kapasitas
Kelembagaan dan Pemahaman Publik

e Meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM penataan ruang
melalui pelatihan teknis, bimiek, dan optimalisasi penugasan
personel.

e Mengembangkan sistem informasi penataan ruang yang
mudah diakses untuk meningkatkan keterbukaan informasi

kepada masyarakat

e Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan ruang

secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Terdapat tiga program, tujuh kegiatan, dan delapan sub kegiatan yang
menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Kinera penyelenggaraan

penataan ruang meningkat sebagaimana disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3. 15 Target dan Realisasi Program Tahun 20225 Sasaran Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat
Indik  Program/Kegiatan/ sub : :

Kiner
Peneﬂa;e penyelesaian administrasi penyelenpgaraan penataan
ruang
Program Penataan Persentase kawasan mesmhki 36% 0% 100%%
Eangunan Dan Lingkungan  dokumen RTEL
Pemyelengosrasn Benstsan  Persentase Kawsasan perfofaan BO% 0% 100%
dan dan kawssan sirelegis vang
Lingkungsnnys df Desral memiliki ETBL dan reguiasings
Kabupsten/Kota teraysni dengan baik
Penyusunan Rencana; Jumiah Dokumen Rencana, 1 1 100%
Kebijakan, Sirategi dan Febijakan, Sfralegi dan Teknis Dokumen Diokumen
Teknis Sistem Penataan Sistem Penataan Bangunan dan

Bangunan dan Lingkungan Lingkungan di Kabupatenikota

di Kabupalen/iota

Program Penyelenggaraan  Persentase penyelenggaraan 7238 7238 100%
Penataan Ruang Penataan Ruang
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Penetapsn Rencans Tals durmdah Dokumen Persetuiuan 86 67 85 67% 100%
Rusng Wiayah (RTAW) dan  Substansi Evalussi dan
Rencans Rinci Tats Ruang Peneiapan RTRW
(RRTFRKsbupatendols Kebupsten/Kots
Pelaksanzan Perselujuan Jumiah Dickumen Persetujuean 1 1 100%
Substansi, Evaluasi, Substansi, Evaluas dan Dokumen Diofemien
Konsultasi Evaluasidan Penetapan HTRW
Penetapan RRTR KabupateniKota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen Persetujuan 1 1 100%
Substanz RDTR Substansi, Evaluasi dan Dokcumen Diotumen
Kabupaten/ota Penstapan RDTR Kabupaien/Kota
Koordinasi dan-Sinkrontsas).  Persentase layanan koordirasi 64 82 64, 62% 100%
Perencansan Tata Roang dar sinkmonisas! perencanasn tata
Dzersh Ksbupaten/Kois ruang deersh kabupatendols

teriayani dengan baik
Peningkatan Peran Jumiah Dokumen Peringkatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100%
Masyarakal dalam pemahaman dan fanggung jawab
Penalaan Ruang Masyarakak
Koordings! dan Sinkronisasi  Perseniase L ayenan Kooringst 59, 23% 69 23% T00%
Pemantssian Ruang dan Sinkronisasi Pemariastat
Dizersh Kabupaten/Mola Rumng Dscrah KabupatenKota

terisiani dengan baik

Sistem Informasi Penataan Jumlah Data dan Infermasi yang 1 1 1005
Fuang Dihazilkan d=n Sistem Informasi dokimen dokumen
) ] Penatasn Ruang ) ] )

Koordinasi dsn Sinkronizasi Persentase fayanan koordlnas: 53% RO% 160%
Pengendalian Pemanisatan  dan sinfronizssi pengendaiisn
Ruang Daersh pemanfaatan ruang dasrsh
Kshupaten/¥ota ksbupaten/kota terfayan dengan

baik
Pengenzan Sanksi Jumlah Diokumen Koordinasi 3 kasus 3 kasus 100%
Administratif terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang
pelanggaran pemanfastan
ruang dalam HTR : ) o B

Koordinasi Pefaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi 3 3 100%

Penatzan Ruang ) Pelaksanaan Penataan Ruzang dokumen  dokumen
Program Penyelenggaraan Persenfase SRS kasultanan dan 45.89% 45,89% 100%
Keistimewaan Yogyakarta kadipaten yang memiliki dokumen
Urusan Tata Ruang rencana tats ruang )
Perencanaen Tata Rusng Persenitase layansn Perencanash 47 78% 47 78% 100%
Satuan Ruang Sirategis tata ruang safuan rusng sireteqs
Kasultansn dan Kadipaten kasultanan dan Ksdipaien
FPerencanaan Jumiah Dokumen Perencanaan 2 2 100%
ProgramiKegiaian Unizan ProgramiKegialan Urusan Tata dokumen dokumen
Tata Ruang Ruang

Capaian kinena Tata kelola administrast pertanahan meningkat tahun 2025
sebesar 83 56% terbentuk dar capaian output-output prioritas sebagail benkut:

a) Terselesakannya 1 (satu) dokumen Rancangan Peraturan Bupati
(Raperbup) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

untuk RTEBL Koridor Wonosari-Gading, yang telah disampaikan kepada

L)
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b)

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk diproses
lebih lanjut hingga penerbitan Peraturan Bupati.

Sampai dengan tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul telah memiliki 8 (delapan) Peraturan Bupati terkait RTBL.
Terselesalkannya 2 (lima) dokumen kelengkapan Persetujuan Substansi
RDTR, yaitu RDTR Kawasan Baturagung Barat, RDTR Perkotaan
Wonosari, RDTR Baturagung Timur, RDTR Pansela Bagian Barat dan
RDTR Pansela Bagian Tengah. Proses penyusunan dan penyelesaian
dokumen tersebut dilakukan melalul beberapa kall asistens: dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan MNasional
(ATR/BPN), sehingga muatan dokumen yang menjadi persyaratan
Persetujuan Substansi dapat disempurnakan sesual ketentuan yang
berlaku.

Kabupaten Gunungkidul memiliki target penyelesaian RDTR sebanyak 7
(tujuh) kawasan. Sampal dengan tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua)
RDTR, yaitu RDTR Siung—Wediombo dan RDTR Pansela Bagian Timur
yang telah terintegrasi kedalam system 0OS5.

Terselesaikannya 1 (satu) dokumen Kelengkapan Persetujuan Substansi
untuk revisi Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) Kabupaten
Gunungkidul. Dalam proses tersebut telah dilakukan penandatanganan
Bernita Acara Penyelesaian Hasil Audit Penataan Ruang antara Sekretaris
Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Direktur Jenderal Pengendalian dan
Pengawasan Penataan Ruang Kementenan Agrana dan Tata
Huang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan tindak lanjut atas
7 (tujuh) temuan hasil audit

Berita Acara dimaksud selanjuinya menjadi bahan notifikasi kepada
Direktorat Perencanaan Tata Ruang untuk proses penerbifan dokumen
Persetujuan Substansi RTRW. Selain itu, terdapat perubahan data dukung
pada lingkup Direktorat Perencanaan Tata Ruang, khususnya terkait

persentase Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Gunungkidul yang di
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d)

a)

tetapkan sebagar LPZB yang masih berada di bawah target, sehingga
diperiukan penambahan luasan Penambahan target luasan dimaksud telah
dilakukan dan akan dituntaskan pada tahun anggaran berikutnya.
Terselenggaranya 14 (empat belas) kall sosialisas| tata ruang. Kegiatan
sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR)
dengan berkolaborasi bersama Anggota Dewan Komisi C, guna
meningkatkan partisipasi dan respons masyarakat serta memperkuat
pemahaman mengenal pentingnya ketaatan terhadap ketentuan tata ruang.
Selain itu, DPTR juga melaksanakan pemasangan papan informasi tata
ruang sebanyak 5 buah papan informasi sebagal salah satu sarana
publikasi, di samping penyebaran leaflel dan pemanfaatan media
elektronik, guna meningkatkan akses informasi dan pemahaman
masyarakat terkait ketentuan tata ruang.

DPTR melaksanakan sosialisasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah
(JIGD) kepada Perangkat Daerah, dengan menghadirkan narasumber dari
Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu, DPTR juga mengirimkan
peserta untuk mengikuti bimbingan teknis geospasial ke BIG, serta
menugaskan petugas pengoperasian drone untuk mengikuti pelatihan guna
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan
pemanfaatan informasi geospasial daerah.

DPTR memberikan pelayanan tata ruang sebanyak 955 dokumen
sepanjang tahun 2025, yang meliputi Persetujuan Kesesualan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR}), Keterangan Pemanfaatan
Ruang/Keterangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPK/KKR),
serta jenis pelayanan tata ruang lainnya. PKKPR, KRK, dan KKR i
berfungs! untuk menjamin kesesualan rencana dan pelaksanaan
pemanfaatan ruang dengan rencana ftata ruang, serta mendukung
kepastian hukum perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Terselesaikannya 3 dokumen pengawasan tata ruang yaitu audit tata ruang,

penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pemyataan Mandin Pelaku UMK dan
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perwujudan RTR di 2 RDTR.

J.2.4 Capaian Kinerja Lainnya

1.

Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Dalam rangka meningkatkan kualias pelayanan publik, DPTR mengacu
pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mentern PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek
aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna
layanan Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman
dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak
diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagl kelompok
berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1) Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan
meja kursi.

2) Bangunan ramah disabilitas telah dilengkapi fasiltas yang ramah
disabilitas dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan
ramp dan pegangan rambat

3) Halaman luas yang dapat digunakan sebagal arena bermain anak
maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses

4) Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang
pelayanan.

5) Penyediaan fasilitas sanitasi sebagal upaya menjaga kebersihan dan

kesehatan.
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Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, DPTR secara konsisten
melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun
Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap tiga jenis pelayanan,
yaitu:

a. Pelayanan Penerbitan ljin Lokasi (Rekomendasi Tata Ruang);

b. Pelayanan Pemberian Informasi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
c. Fasilitasi Pelayanan ljin Pemanfaatan Tanah Desa, SG dan Tanah
Pemda.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa milal I[KM DPTR Tahun 2025
mencapai 84 156 dengan kategor Baik Nilal ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan capalan tahun 2024 yang sebesar 84 024, yang
menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai KM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan
pelayanan, balk dan aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi,
maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif
terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan
dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik DPTR pada tahun
2026

3 dari 9 unsur pelayanan yang di lakukan survey pada tahun 2025 ini memiliki
skor paling rendah yaitu penanganan pengaduan saran dan masukan
(62.92), wakiu penyelesaian pelayanan (63.06), dan persyaratan (83.19)
Pada unsur yang pertama, jumlahnya permohonan pelayanan tidak
berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki,
sehingga daftar antrnan permohonan menjadi Panjang dan lama. Hal i
sering di keluhkan oleh masyarakat pemohon sehingga perlu di lakukan
langkah perbaikan diantaranya dengan pengembangan website untuk saran
aduan dan penambahan petugas melalul mekanisme recruitment tenaga
ahli.
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Unsur yang kedua, wakiu penyslesaian terhambat disamping permasalahan
sebagaimana nomor 1 di atas. Salah satu faktor yang memengaruhi capaian
kinerna pelayanan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKFR) adalah
belum optimalnya dukungan regulasi teknis berupa ketersediaan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem perizinan
berusaha berbasis elektronik melalui aplikasi Online Single Submission
(0S5). Secara ketentuan, penerbitan KKPR melalui 0SS mensyaratkan
kesesualan dan sinkronisasi dengan ROTR yang telah ditetapkan.

Sampal dengan periode pelaporan, Kabupaten Gunungkidul baru memiliki 2
(dua) dari 7 (tujuh) RDTR vyang direncanakan. Kondisi tersebut
menyebabkan permohonan KKPR yang berada di luar wilayah RDTR yang
felah ditetapkan harus diproses melalui mekanisme penilaian kesesuaian
pemanfaatan ruang Mekanisme ini berdampak pada bertambahnya tahapan
proses pelayanan, sehingga memengaruhi waktu penyelesaian dan capaian
indikator kinerja pelayanan KKPR.

Unsur ke tiga, persyaratan, system OS5 dalam penerbitan KKPR yang
seharusnya mempermudah masyarakat, kenyataannya masih banyak yang
menganggap sulit karena berkas yang di ajukan berulangkali di tolak,
sehingga bingung uniuk mendapatkan kepastian berkas yang benar.
Kurangnya informasi menjadi penyebab utama, sehingga sosialisasi
ferhadap hal ini secara terus menerus di lakukan, baik melalui media social
ataupun pojok konsultasi di MPP ataupun di Ruang Pelayanan kantor DPTR.
. Capaian kinena terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender Pengarusutamaan gender (PUG) di
DPTR dintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik.
Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome
program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan

pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok
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afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak. dan
penyandang disabilitas.

Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan
keragaman fungsi ruang, penggunaan tanah, serta dinamika penguasaan
dan pemanfaatan lahan yang tersebar di 18 kapanewon dan 144 kalurahan.
Dalam sektor pertanahan dan tata ruang, keterlibatan masyarakat—
fermasuk perempuan dan kelompok afirmati—memiliki peran penting,
khususnya dalam perencanaan pemanfaatan ruang, penyelesaian
permasalahan pertanahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat
lokal.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan akses informasi, partisipasi,
dan peningkatan kapasitas bagl masyarakat, terutama perempuan dan
kelompok rentan, dalam proses perencanaan tata ruang, pengelolaan
pertanahan, serita pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang dan tanah Kondisi in1 berdampak pada belum
optimainya Keterlibatan kelompok afirmatif dalam menyuarakan kebutuhan,
kepentingan, dan hak atas ruang serta tanah secara adil dan berkelanjutan.
Merespons kondisi tersebut, DPTR menerapkan kebijakan afirmasi gender
yang dimulai sejak tahap perencanaan Kebijakan inl dilaksanakan melalu
penyusunan dokumen Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement
(GAP/GBS) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Dokumen GAP/GBS digunakan sebagal dasar integrasi perspektif
gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan
kegiatan di bidang pertanahan dan tata ruang dapat lebih responsif gender,
inklusif, serta mampu menjamin keadilan akses dan manfaat bagi seluruh
lapisan masyarakat.

DPTR pada tahun 2025 memiliki GAP/GBS sebesar RP1.373.353 500 atau
6.35% dan pagu total RP16.456.443.007. Intervensi pelaksanaan kegiatan
untuk Pengarusutamaan Gender ini, DPTR melakukan di 3 bidang yang
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berhubungan langsung dengan masyarakat yang dianggap sebagal
kelompok afirmatif tersebut.

Di bidang Tata Ruang, DPTR menjangkau kelompok afirmatif yang
mencakup masyarakat umum dan perangkat kalurahan, pelaku usaha,
kelompok sadar wisata, remaja usia sekolah (SMA), serta Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait Seluruh kelompok tersebut menjadi
sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penataan ruang.

Melalui sosialisasi penataan ruang yang menyasar berbagai lapisan
masyarakat tersebut diharapkan terwujud kesetaraan hak dan kewajiban
bagl seluruh pemangku kepentingan uniuk berperan serta secara akiif,
partisipatif dan bertanggung Jawab dalam proses perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

O bidang Pertanahan isu kesenjangan gender masih dijumpal dalam
proses penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya pada
penanganan sengketa. Dalam praktiknya, perempuan cenderung berperan
sebagal penerima kebijakan, namun belum sepenuhnya memperoleh
kesempatan vyang setara untuk menyampaikan pendapat dan
kepentingannya dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan.
Untuk merespons kondisi tersebut, DPTR melaksanakan pendekatan
sosialisasi dan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang
responsit gender. Melalui pendekatan ini, diharapkan kelompok perempuan
memiliki ruang yang aman dan setara untuk menyampaikan aspirasi sesual
dengan hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses
penyelesaian permasalahan pertanahan. Peningkatan partisipasi tersebut
diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses penyelesaian
permasalahan pertanahan yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender.
Di bidang Pengendalian dan Pengawasan, masih terdapat kesenjangan
gender yang ditandail dengan keterbatasan akses informasi serta rendahnya
partisipasi perempuan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan

penataan ruang Perempuan cenderung diposisikan sebagai penerima
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kebijakan, tanpa memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan
pendapat, melaporkan pelanggaran, maupun terlibat aktif dalam proses
pengendalian pemanfaatan ruang.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengendalian
pemanfaatan ruang yang berkeadilan gender, serta berpotensi menimbulkan
ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan dan kerentanan
dampak sosial bagi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
pengarusutamaan gender melalui peningkatan akses informasi. partisipasi,
dan peran perempuan dalam kerangka kebijakan dan pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang secara inklusif dan berkelanjutan.

J.2.5. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala
Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A 4/2 10.1.03.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 04
MNovember 2025 mendapat alokas! dana sejumlah Rp13. 330115629 00 dan
telah menyerap anggaran sebesar Rp11.476.050 407 atau 86,09%, sehingga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.654 065222 00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk
membiayal program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dikaitkan antara capaian kinerja dengan anggaran, capaian kKinerja yang baik
dan diikuti dengan realisasi anggaran di bawah 100% menunjukkan bahwa
terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3. 16. Realiasi Anggaran Program dan Kegiatan 2025
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Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam

pencapalan sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Capaian Kinerna dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

9809 849211819000 709239886500 83.52% 1.399.719.325,00

perianahan
menigkat i | I L

2 Meningkatnya 52 81.95 9997 3156047 13500 2745.125.282.00 a7 07% 407,921.857,00
Akuntabilias PD

3  Kinega &4 3356 09 43 1.681.950.300 1635526260, S7.24% 46 424040

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1.  Sasaran tata kelola administrasi pertanahan menigkat.
Sasaran tata kelola adminisirasi pertanahan mengalami peningkatan
dengan tingkat capaian 98, 79%, serta realisasi anggaran sebesar 83,52%.
Terdapat efisiensi anggaran sebesar 1648% atau  senilal
Rp1.399.719 325,00
Efisiensi anggaran tersebut bersumber dari sisa pembayaran Surat
Perintah Setor (SPS) pada kegiatan pendaftaran tanah Pemerintah Daerah
dan tanah kalurahan

2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas PD
Sasaran meningkatnya akuntabilitas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tercapai sebesar 81.98%,
dengan realisasi anggaran sebesar 87 07%. Terdapat efisiensi anggaran
sebesar 12,95% atau senilai Rp407 921 .857 00
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Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dan pembayaran gaji sesual
kebutuhan, serta selisih harga pasar dengan standar harga dalam
pelaksanaan kegiatan.

3. Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat)
Sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun pelaporan
mencapal 83 56%, dengan realisasi anggaran sebesar 97 24%. Terdapat
efisiensi anggaran sebesar 2,76% atau senilai Rp46.424 040,00
Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari sisa anggaran perjalanan dinas,
antara lain karena pelaksanaan asistensi dengan kementerian yang
dilakukan di Semarang, selisin harga pasar dengan siandar harga pada
pengadaan barang. serta sisa nilal kontrak pada pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa.

3.2 6. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemernintahan menuntut aparatur untuk
bergerak dinamis dan kreatif Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya
harus dipandang sebagal pemicu gagasan dan de krealif yang dapat
memberikan manfaat bagl masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pada tahun 2025 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul telah menginisiasi
pengembangan inovasi, sebagal berikut

1. Sistem Catatan Pertanahan Gunungkidul (SICAPER GUNDUL)

Catatan pertanahan Gunungkidul adalah sebuah Aplikasi yang merekap dan
mengadministrasi data yang dihasilkan dar Bidang Pertanahan dan Seksi
Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Bidang Pengendalian dan
Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul,
adapun data yang direkap adalah data pengadaan tanah yang dilaksanakan
DPTR Kabupaten Gunungkidul, pengadaan tanah yang dilaksanakan OPD lain,

pengendalian pertanahan tanah Kasuitanan, pengendalian pertanahan tanah
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kalurahan, persertifikatan tanah Kasulianan, persertifikatan tanah kalurahan, dan

penanganan permasalahan pertanahan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan

tanah Desa di Kabupaten Gunungkidul.
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Dalam input data memiliki isian yang berbeda-beda, Dibawah ini adalah contoch
form isian
1. Form Input Pengadaan Tanah oleh DPTR

a) Pengadaan Tanah oleh OPD Gunungkidul

O Forr Paragadaan Tanen [RTE
Pangasann Tandh [ETH
Kaponsworn *
FR{lals BCaq et Wbt

Kapanayworn

WA AT W L)

W hurr s b
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Pkl
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w e pplan e
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Parmilllk Tarran
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Bukti Hak Milik

MO Hak

MND Hak

Lokas Tanah

Lokas| Tanah
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Luas
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1=

File Sertifikat

File Sertifikat
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File Sortifikat

Fills Seaertifhikal

File Sertipikat =
Sazeary Rere Lijabeost

| Choose File | Mo file choson
Hesar wukuramn fle mmaksimal 16

-

Lokasi

Q) Cari Master l.oka=si

2_ Pengadaan Tanah OPD lain
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N Foiri e doar Teah BP0 L
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2. Form Input Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan
a) Pengendalian Pertanahan Tanah Sultan
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a) Persertifikatan Tanah Kasulianan

O Form Feneertip katar Tanah Easultanan

Pesfisartiploatan Tarink EaiolbsmEm
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b) Persertifikatan Tanah Kalurahan
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5. Formulir Kalurahan
a) Permohonan Kalurahan
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BAB IV
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat tahun
2025 melalui pengukuran indikator Persentase tata kelola administrasi
pertanahan tercapal sebesar 79.44 dari target sebesar 81 atau capaian
persentase sebesar 98,07% yang didukung melalui Program penyelesaian
ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan, Program
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program penatagunaan tanah dan
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan.
Capalan Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
tercapai sebesar 82,02 dari target tahun 2025 sebesar 82 yang di dukung oleh
program penunjang urusan pemenniah daerah Capaian ini adalah Nilai
Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) yang dilakukan penilaian oleh Inspekicrat
Daerah pada periode tahun sebelumnya. Capaian Kinerja Penyelenggaraan
penataan ruang meningkat tahun 2025 melalui pengukuran indikator
Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang
tercapai sebesar 84 dar target sebesar 83.56 atau capaian persentase
sebesar 99.48% vang didukung melalui Program Penataan Bangunan Dan
Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program

Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
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2. Realisasi anggaran ditutup pada tanggal 31 Desember 2025 untuk Dana
Alokasi Umum sebesar Rp2,986,107,819 atau 84.83% darn total pagu, dan
Dana Keistimewaan sebesar Rp4.354.316.413 atau 88.95% darn total pagu.
sehingga total realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Gunungkidul Rp11.476.050.407 atau 86.09% dan total pagu
anggaran.

3. Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul berpredikat "A” atau “Memuaskan” berdasarkan hasil penilaian
evaluasi AKIP tahun 2024 oleh Inspekiorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Tantangan yang harus dihadapi ke depan untuk meningkatkan predikat
tersebut, yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi berupa melakukan Dalam
melakukan pengukuran kinerna, melakukan perbailkan pada perencanaan
periode benkutnya terkait penyajian informasi definisi operasional dan sumber
data yang relevan untuk komponen KU, serta melakukan penyelarasan dalam
penyajian Pelaporan Kinerja terhadap informasi capaian kinerja

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam penerapannya, akuntabilitas kinerja dimulai dari perencanaan Kinerja baik
jangka panjang, menengah, dan pendek Termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pengukuran kKinerja, pemantauan pengelolaan data kinera,
pelaporan hasil kinerja, dan evaluasi atas pencapalan kKinerja.

Sebagai bentuk perencanaan kinerja, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah
menyusun Rencana Strategis DPTR 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan
kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan anggaran melalul Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan dalam pelaksanaan APBD, seria
pohon kinerja untuk menggambarkan tujuan strategis organisasi dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya Di samping itu, DPTR juga telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran



2 DPTR | KUNDHA
Y 2025 MNITI

strategis organisasi, yang disusun berdasarkan prinsip SMART-C, yaitu Specific.
Measurable, Agreeable Realistic. Time-bounded, dan Continuously-improved.
DPTR telah berhasil mengimplementasikan |IKU melalui kolaborasi antar-
pimpinan, pegawail, stakeholders dan user; desentralisasi dar urusan manajemen
sampal operasional, integrast atau keselarasan antara ukuran, laporan dan
tindakan, dan keterkaitan antar [KU dengan rencana strateqis.

Dalam implementasi IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai dari level Eselon 2 sampai dengan level
Eselon 4.

Terkait dengan pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah
memiliki Manual KU sebagal pedoman teknis pengukuran kinena vyang
menjelaskan definisi operasional kinerja beserta cara mengukumya. Dalam
melaksanakan pengukuran capaian kinerja, DPTR menggunakan Form
Menitoring Kinerja (Tepra) yang berbentuk file exell berupa form Realisasi, A1 dan
Form A2 serta Form Pemantauan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Di
dalam form tersebut diukur capaian kinerja baik persentase ketercapaian fisik
maupun output-nya setiap bulan beserta kendala dan tindak lanjutnya ke depan,
yang diinput oleh penanggungjawab masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan. Form tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi dan Laporan
Atas Rencana Aksi Triwulanan yang disampaikan melalui aplikasi Sipanda
Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Sebagal bentuk akuntabilitas kinerja, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
menyusun laporan per triwulan dan laporan kinena yang diketahui oleh Kepala
Dinas yang sudah dilengkapi dengan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan

seria strategi penyelesaian kendala dan hambatan. Laporan

tersebut disampaikan tepat waktu pada aplikasi SAKIP baik Kabupaten maupun
Kementerian Pan RB dan telah dipublikasikan dalam website Dinas.
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J3.2. Saran
Fenerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi Dinas Perfanahan dan Tata

Ruang yang sudah terlaksana dengan baik agar diiringi dengan pemanfaatan
evaluas) yang maksimal terhadap penyusunan perencanaan program tahun-
tahun benkutnya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan
bersama dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah:
1. Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang mengarah
kepada efeklivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pekerjaan penguatan kualitas
akuntabilitas kinena instansi pemernntah dengan berfokus pada hasil yang
diharapkan dan bermanfaat terhadap publik
2. Periunya mengakomodir kegiatan dalam rangka Pengendalian pemanfaatan
ruang sesual dengan amanah Peraturan Menteri ATR/BPN ke dalam dokumen
Perencanaan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja berkutnya
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk
dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perencanaan

program tahun-tahun benkutnya.
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Tindak lanjut temuan APIP

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
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Dokumen rekomendasi ijin penggunaan lahan tanah kalurahan

(3
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BUPATI GUNUNGHIDWUIL

e Rk i i i)

Wonosar, 5 November 2025

Bisrss
1 (satu) bandel
izin Penggunaan
Tanah Kalurahan Semanu
Semanu  untuk
Balal Bisdaya
Fepada
Bapak Gubermwr
Dasiah Istimewa Yogyakaita
oi
Yogyakara

Kami haturkan dengan hormat kepada Bapak Gubernur. babwa
menunjuk Sural Lurah Semany Kapanewon Semany Nomor S00.17.1/304
tanggal 11 Agustus 2025 pedibhal Permohonan zin Penggunaan Tanah Kas
Halurahan Semanu, Pemerntah Kaluahan Semanu  bermaksud
menggunakan Tanah Kas Kalurahan {TKK) dengan identitas sebagal berikst

Total 7035 4080

Berdasarkan hass verilikas: lerhadap berkas permmohonan, dapat di
haturkan telanh sebagai berjkut:
1. Aspek Tatn Ruang dan Pertanahan

Berdpasriaen nformasi Kesssunian Keguoinn Pemanfaatsn Rusng dan
Forum Penataan Ruang Dasmh Habupaten Gunungkidul nomor
800.7 A HTERBIFPRD-GE/XUZ024 tanpgal 18 November 2024, tanah yang
akan digunakan masuk Kawasan budidayva dengan peruntukan permulkirman.
Penggunaan unluk Balsl Budaya diparbolahloan.

e umagh mrEE g e e

PG dferstan, ceen Baln Becar Geraiiers Ewbarond (5L Smer Gan Sana begans [SEEM
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Permohonan  n  pengpunaan  tanah  kalurahan  torsabul  telah
dilengkapl dengan borkas persyaraian ssbagawmana diamanatkan datam
Paraturan Gubsemur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfzatan Tanah
Kalurahan pasal 13 ayat (3).

2. Aspek Sosial Ekonomi

Bardazarkan proposal yang  diajukan oleh pemobon.  batwa
penpgunaan Tansh Kas Kalurahan inl bertujusn:

1. Mendapatkan legaitas penrinan sesusl kelenliuan yang beilak

2 Optimalisasl aset-asel yang dkeloda Kalusahan agar PAD

meningkat;

3 Meningkatiean kesefahterasn masyarakat

4, Mendapatkan kepastian vk sesual dengan

aturan yang berkaku.

Demikian wuniuk menjadikan packsa dan bahan  pemmbangan
panarbitan izin penggunanan tanah kas Kalurahan Semanu, atas perkenan
Bapak Gubsrnur kami haturkan tenma kasin.

Bupati Cuannnglcdul

Enilah Subekti Kurtarining=il

Tarmbasamn:

1. Kopala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY:;

2 Sekretarsz Dasrah Kabupalen Gunungkidul,

3. Kepaln Dinas Pertanahan dan Tata Runng Kobupaten Gunungiicul;
4 Pamwu Seman

5. Lursh Seormam

Jndan Brigjen Ketsmso 1, Wonoss, Gunungkidul, S5813
Telepon : (0274) 301006, Faksimils ; {1274) 301038, 2321006
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BERITA ACARA VERIFIKASI IZIN GUBERNUR TUKAR MENUKAR

BA Verifikasi [jin gubernur tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga

TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025
KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON SEMIN

BA VERIFIKASI TANAH WARGA AN. ALM. SUWITOREJO ALIAS WASIKIN =
PEKARANGAN BALAI DESA KARANGSARI

SN KA T LR
DINAS PERTANAHAN DAN TATA AUANG
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Rekomendasi bupati tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga

REKOMENDASI BUPATI TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN
DENGAN TANAH WARGA TAHUN 2025

KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

REKOM BUPATI TANAH WARGA AN, SUPARDI (AMLI WARIS ALM. ADMOD
IJOYO) - SD NEGERI KLAMPOK
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DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

unhugm SN rznnﬁtrm QN0OSN ASNASN BGNRNGE)

+62 812-2739-8042; 0274 - 391048

Tertib Administrasi Pertanahan, Tata Ruang Terkendali, DPTR Siap Melayanil




